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ABSTRAK  

 

Redha Saôbania (2021):  Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan 

Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Kuantan 

Mudik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah 

Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan. 

Pembimbing: Peri Pirmansyah SH. MH 

 Program PAMSIMAS merupakan salah satu program dan aksi nyata 

pemerintah untuk meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis 

masyarakat terutama dalam menurunkan penyakit diare dan penyakit lainnya. Tujuan 

penelitian untuk mengetahui pelaksaan program pemerintah pusat terkait dengan 

program enyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kecamatan 

Kuantan Mudik masih berfungsi atau tidak.   

 Adapun rumusan masalah dalam penelitia ini yaitu bagaimana pelaksanaan 

program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kecamatan 

Kuantan Mudik berdasarkan peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 19 tahun 

2016 tentang rencana aksi daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan 

dan Apa faktor penghambat tidak berjalannya pelaksanaan program penyediaan air 

minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kecamatan Kuantan Mudik. 

Penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis, penelitian yang dilakukan 

dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku 

dalam masyarakat. Populasi dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas perumahan 

kawasan permukiman dan pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, Kepala Desa dan 

Masyarakat, maka penulis mengambil sampel dengan teknik purposive sampling.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program penyediaan 

air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kecamatan Kuantan Mudik 

berdasarkan peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2016 tentang rencana aksi darah 

penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan dan untuk mengetahui faktor 

penyebab pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis 

masyarakat tidak berjalan lancar.  

Kesimpulan dalam penelitian ini, bahwa masih banyak masyarakat Kecamatan 

Kuantan Mudik yang susah mendapatkan air bersih dan air minum, dam kurangnya 

kesadaran masyarakat dalam menjaga dan merawat sarana prasarana yang telah di 

bangun sehingga banyak fasilitasi-fasilitas yang rusak dan tidak bisa digunakan 

sehingga susah untuk mendapatkan air bersih tersebut.  

Kata kunci: Pelaksanaan PAMSIMAS  
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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Air sangat berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, jika air yang 

digunakan bersih dan aman maka kemasyarakatan akan dapat hidup secara sehat. 

Air sebagai kebutuhan utama bagi masyarakat, yang harus terpenuhi kuantitas dan 

kualitas yang layak. Pemberdayaan pada dasarnya tidak selalu terpusat dalam satu 

masalah ekonomi saja, tetapi juga tentang masalah kesehatan. Kesehatan adalah 

bagian terpenting untuk manusia dalam menjada kualitas hidup mereka.  

Setiap negara pastinya akan memberikan warga negaranya pelayanan 

untuk mengatasi masalah teresebut, sepert masalah air bersih dan sanitasi bagi 

masyarakat di Kota maupun di Desa-desa terpencil. Hal itu telah menjadi 

kewajiban bagi pemerintah di setiap negara untuk memberikan kesejahteraan bagi 

warganya agar lebih hidup sehat. Sama dengan halnya bagi negara Indonesia, 

pemerintah Indonesia telah memberikan pelayanan kesehatan terutama air bersih 

dan sanitasi bagi masyarakat.  

Nanum masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki sumur 

sehingga meminta air bersih kepada tetangga untuk dapat di kosumsi dan 

banyaknya masyarakat yang masih mandi di sungai. Namun kualitas air bersih 

yang semakin hari semakin idak layat bahkan sulit didapat, maka pemerintah 

mengupayakan program-porgram pemerintahan seperti PDAM.  
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Dalam kepentingan masyarakat maka pemerintah sepakat untuk membuat 

Program Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). 

PAMSIMAS adalah suatu program penyediaan air minum, sanitasi dan kesehatan. 

Program PAMSIMAS merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah 

(Pusat Dan Daerah) dengan dukungan Bank dunia untuk meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan 

penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan. PAMSIMAS adalah 

suatu program nasional dalam penyediaan air minum yang di dukung oleh 

Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.  

Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis 

Masyarakat (PAMSIMAS) Dilandasi Dengan Kebijakan Pemerintah Yang 

Tertuang Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.  Di dukung dengan 

payung hukum utama yang berkaitan dengan pengelolaan program PAMSIMAS 

antara lain:
1
 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan 

Air Minum. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Hak Guna Air. 

3. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan 

Air Minum Dan Sanitasi. 

                                                           
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
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4. Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total 

Berbasis Masyarakat  

PAMSIMAS dapat berjalan dengan lancar dengan efektif dan 

berkelanjutan apabila masyarakat dan melibatkan seluruh masyakat baik itu 

perempuan ataupun laki-laki, baik yang kaya ataupun yang miskin dan dilakukan 

melalui pendekatan yang tangggap terhadap kebutuhan masyarakat.
2
 Untuk 

kebutuhan masyarakat tersebut maka diharapkan agar masyarakat dapat 

berpartisipasi secara aktif dalam menyiapkan, melaksanakan, 

mengoperasionalkan dan memelihara sarana yang dibuat oleh pemerintah, serta 

melanjutkan kegiatan peningkatan kebersihan dan kesehatan. PAMSIMAS adalah 

program berbasis masyarakat dan pemanfaatan dari penyediaan air. Berdasarkan 

peraturan bupati kuantan singingi nomor 19 tahun 2016 tentang rencana aksi 

daerah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan terdapat pada: 

Pasal 9 ayat (1) yakni: ñ Pemantauan pelaksanaan RAD PAM dilakukan 

minimal 2 kali dalam setahunò 

Ayat (2) yakni: ñ Evaluasi pelaskanaan RAD PAM dilakukan pada setiap 

tahun pelaksanaanò  

Program PAMSIMAS ini adalah salah satu program andalan dari 

pemerintah dalam memberikan air bersih kepada masyarakat yang ada di 

perdesaan maupun di pinggiran kota melalui pendekatan berbasis masyarakat. 

                                                           
2 Sri Nengsi, Analisis keberlangsungan proprgam penyediaan air minum dan sanitasi 

berbasis masyarakat (pasca pamsimas) Di Desa Lilli Kecematan Matangnga Kabupaten Polewali 

Mandar, jurnal (Mandar: UAM. 2018) Vol, 4, No, 1 h. 33 
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Prorgam PAMSIMAS dimulai pada tahun 2008  dimana dalam pelaksanaannya 

sampai pada tahun 2012 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin 

perdesaan yang mengakses air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan 

perilaku hidup bersih dan sehat melalui upaya pemberdayaan masyarakat.
3
 

Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yakni 

program yang melayani kebutuhan air bersih sehingga ke pelosok dan pesisir desa 

dimana desa tersebut sangat kesulitan mendapatkan air bersih.  

Program lanjut PAMSIMAS tahun 2013-2016 merupakan instrumen 

pelaksanaan dua agenda nasional untuk meningkatkan cangkupan penduduk 

terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu: 

(1) Air bersih untuk rakyat dan (2) sanitasi total berbasis masyarakat.
4
 Program 

Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat memilki peran yang cukup tinggi 

dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap permasalahan air bersih.
5
 

Adapun komponen program PAMSIMAS, yaitu:  

1.  Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah. 

2. Peningkatan perilaku higenis dan pelayanan sanitasi. 

3. Penyediaan sarana dan air minum dan sanitasi umum  

4. Insentif desa/ kelerahan dan kabupaten/ kota.  

                                                           
3 Rahmawati Dwi Maharani, Skripsi: implementasi program penyediaan air minum berbasis 

masyarakat (pamsimas) di Kabupaten Lebak, (Serang: Universitas Sultan Ageng Tritayasa. 2014) h. 1-

2 
4 Suroso, implementasi kebijakan PAMSIMAS dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat 

di Kabupeten Pati, jurnal (Pati: KPPK) Vol.XII, No. 1 ,h.4 
5 Igadhini Vitriyani dan irwan Budiono, manajemen pelaksanaan program penyediaan air 

minum dan sanitasi berbasis masyarakat, jurnal (Semarang: UNNES. 2018) h. 375 
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5. Dukungan manajemen pelaksaan program.  

Pembangunan yang berbasis perdesaan sangat penting dan perlu untuk 

memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengatasan kemiskinan, 

meningkatkan kesehatan, pendidikan dan pengangguran kesenjangan 

perkembangan antar wilayah. Karena desa merupakan agen pemerintah yang 

paling depan dalam melaksanakan pembangunan karena pembangunan ditingkat 

desa berkenan langsung masyarakat.Desa sebagai basis perubahan dan solusi bagi 

perubahan sosial. Dalam pembangunan tersebut terkandung suatu upaya yang 

terus menerus dilakukan oleh penduduk negara guna mencapai kesejahteraan 

yang diinginkan baik daam jangka pendek maupun jangka waktu panjang.
6
  

Sektor air minum Dan sanitasi merupakan pelayanan publik yang 

mempunyai kaitan erat dengan pengetesan kemiskinan. Program PAMSIMAS ini 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan akses ketersediaan air 

bersih dan air minum bagi masyarakat dan akses ketersediaan air bersih dan air 

minum bagi masyarakat yang diiringi dengan swadaya masyarakat dan 

Pemerintahan Daerah dalam pemenuhan sarana sanitasi baik akan memberi 

dampak pada kualitas, kuantitas, pelaksanaannya dan kesehatan terhadap 

masyarakat, serta waktu yang dapat dihemat dari usaha untuk mendapatkan air 

dan sanitasi yang baik. 

                                                           
6 Imam Mukhlis, eksternalitas, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan 

dalam perspektif teoritis, jurnal (Malang: UNM. 2009) h. 191 
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Kecamatan Kuantan Mudik merupakan sebuah Kecamatan yang terletak 

di wilayah paling Barat Kabupaten Kuantan Singingi, dengan Ibukota Lubuk 

Jambi. Sebelum berdirinya Kabupaten Kuantan Singingi (tahun 1999) Kecamatan 

Kuantan Mudik terdiri dari 50 desa dan satu kelurahan. Kemudian setelah itu 

dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kecematan yaitu Kecamatan Kuantan Mudik dengan 

ibukota Lubuk Jambi, Kecamatan Gunung Toar dengan ibukota Kampung Baru 

dan Kecematan Pucuk Rantau dengan ibukotanya Pangkalan. Kecamatan Kuantan 

mudik terdiri dari 23 (dua puluh tiga) desa dan 1 (satu) kelurahan.   

1. Geografi  

a. Kondisi Wilayah  

kecamatan Kuantan Mudik merupakan salah satu Kecamatan yang berada 

di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai jumlah penduduk 24.622 jiwa 

dengan luas wilayah 732,95 km
2
 dan terdiri dari 24 Desa/Kelurahan. Batas ï batas 

wilayah Kecamatan Kuantan Mudik:  

- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Kecamatan 

Hulu Kuantan. 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pucuk Rantau  

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Hulu Kuantan dan 

Kecamatan Gunung Toar.  

Kecamatan Kuantan Mudik terletak di Daerah kaki bukik barisan, 

sehingga sebagian Daerah Kecamatan Kuantan Mudik Tofografinya merupakan 
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Daerah perbukitan terutama dibagian wilayah Barat yang berbatasan langsung 

dengan Propinsi Barat. Sedangkan dibagian bawah Utara dan Timur kondisi 

tefografinya relatif datar.  

Dilihat dari letak wilayah, Kecamatan Kuantan Mudik merupakan 

kecematan yang terletak di Daerah yang strategis. Karena Kecematan Kuantan 

Mudik juga dilalui jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Pulau Sumatera 

dan Pulau Jawa, sehingga polisi ini sangat menguntungkan untuk pengembangan 

sektor Ekonomi.  

b. Luas Wilayah  

Luas wilayah Kecamatan Kuantan Mudik adalah 733 KM
2
 yang sebagian 

wilayahnya merupakan lahan pertanian dan perkebunan. Luas wilayah Kecamatan 

Kuantan Mudik secara rinci dapat di lihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 

Luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuantan Mudik, 2019 

No Nama Desa/ Kelurahan Luas wilayah (km
2
) presentase 

1 Kasang 12,20 1,65% 

2 Koto Lubuk Jambi 8,40 1,15% 

3 Kelurahan Lubuk Jambi 8,10 1,11% 

4 Aur Duri 9,50 1,30% 

5 Kinali 6,14 0,84% 

6 Bukit Kauman 9,90 1,35% 
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7 Sungai Manau 11,10 1,51% 

8 Muaro Tombang 7,50 1,02% 

9 Saik 9,20 1,26% 

10 Pebaun Hulu 9,10 1,24% 

11 Pebaun Hilir 9,20 1,26% 

12 Pulau Binjai 9,90 1,35% 

13 Seberang Pantai 8,70 1,19% 

14 Rantau Sialang 7,30 1,00% 

15 Luai 7,40 1,01% 

16 Bukit Pudusunan 9,90 1,35% 

17 Banjar Guntung 9,90 1,35% 

18 Banjar Padang 8,50 1,16% 

19 Sangau 9,90 1,35% 

20 Koto Cengar 108,00 14,73% 

21 Seberang Cengar 107,21 14,63% 

22 Lubuk Ramo 115,00 15,69% 

23 Pantai 114,00 15,55% 

24 Air Buluh 117,00 15,96% 

Sumber : Camat/KSK Kuantan Mudik, 2019 
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c. Penduduk 

Tabel 1.2 

Jumlah penduduk Kecamatan Kuantan Mudik 

No Nama Desa/kelurahan 

Jumlah Penduduk 

Jumlah 

Laki - Laki  Perempuan  

1 Pantai  1539 1327 2866 

2 Air Buluh 387 363 750 

3 Lubuk Ramo 786 786 1572 

4 Koto Cengar  497 463 960 

5 Seberang Cengar  751 728 1479 

6 Sangau 613 638 1251 

7 Banjar Padang  540 582 1122 

8 Lubuk Jambi 304 335 639 

9 Koto Lubuk Jambi 390 410 800 

10 Kasang  784 774 1558 

11 Aur Duri 162 165 327 

12 Bukit Kauman  488 459 947 

13 Sungai Manau 366 349 715 

14 Saik 488 452 940 

15 Pebaun Hulu 361 369 730 

16 Pebaun Hilir  481 464 945 

17 Kinali  365 387 752 
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18 Pulau Binjai 503 461 964 

19 Seberang Pantai 556 589 1145 

20 Luai  195 204 396 

21 Rantau Sialang  413 424 837 

22 Banjar Guntung  531 560 1091 

23 Bukit Pudusunan  654 668 1322 

24 Muaro Tombang  253 261 514 

Jumlah 12.404 12.218 24.622 

     Sumber: Kantor Camat Kuantan Mudik 

2. Sosial dan Budaya  

Masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik merupakan masyarakat adat yang 

memegang teguh nilai-nilai adat. Masyarakat dikelompokan kedalam suku-suku 

adat yang setiap suku dipimpin oleh ninik mamak pemangku adat. Dalam 

penyelenggaraan kehidupan sosial masyakat, peran ninik mamak selaku 

pemangku adat sangat besar sekali, bahkan dalam praktek penyelenggaraan 

Pemerintah khusunya di tingkat Desa, pemangku adat juga berfungsi sebagai 

lembaga sosial tempat berkonsultasi terutama di dalam penyelesaian masalah-

masalah sosial masyarakat.  

Kecamatan Kuantan Mudik memiliki beranekaragam budaya yang sudah 

secara turun temurun diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. Budaya 

tradisional yang dimiliki Kecamatan Kuantan Mudik yang sudah masuk agenda 

kalender wisata Provinsi Riau adalah ñPerahu Bagandung Dan Manjopuik 
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Limauò perahu begandung adalah kendaraan adat untuk menjopuik limau yang 

terdiri dari gabungan tiga buah jalur yang dirangkai menjadi satu dengan 

menggunakan bambu. Kemudian di khiasi dengan simbol adat yang warna-warni 

yang dinamakan gulang-gulang. Tradisi adat Perahu bengandung ini biasanya 

dilaksanakan pada malam takbir Hari Raya Idhul Fitri sampai sebelum sholat id di 

pagi harinya.  

Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintahan yang bertugas 

menegelolah wilayah tingkat Desa. Lembaga ini diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa Yang Diterbitkan 

Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 126 Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
7
 Pemerintahan Desa sebagai 

penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh 

perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8
 

 Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat telah menjadi 

urusan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung kapasitas Pemerintahan Daerah 

dalam menyediakan dukungan financial baik untuk sarana dan prasarana, maupun 

investasi non- fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknik dan 

pengembangan kapasitas. Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan dalam 

penyediaan air minum melalui SPAM. Peraturan Bupati No 19 Tahun 2016 

tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan 

                                                           
7 Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa 
8 Cst Kansilmin Et. Al, Hukum Administrasi Daerah, (Jakarta: jalan permata aksara. 2009) h. 

87 
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Lingkungan ini bertujuan untuk menyediakan pelayanan air minum dalam rangka 

atas air minum dan pembangunan insfrastruktur sanitasi yang diharapkan agar 

masyarakat nantinya bisa untuk lebih bersih dan sehat.  

Desa yang ada di Kecematan Kuantan Mudik ini mendapatkan Program 

Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang berasal dari APBN yang akan 

digunakan untuk meningkatkan dan memperluas cangkupan pelayanan Air 

Minum Dan Sanitasi Yang Berbasis Masyarakat di Kecematan Kuantan Mudik ini 

yang maka pelaksanaannya tidak berjalan dengan lancar sehingga masyarakat 

masih menggunakan sungai untuk mandi dan meminta kepada tetangga yang 

mempunyai sumur untuk dikosumsi. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis ingin melakukan 

penelitian dengan judul ñPELAKSANAAN PROGRAM AIR MINUM DAN 

SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI KECEMATAN KUANTAN 

MUDIK BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 

2016 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM 

DAN PENYEHATAN LINGKUNGANò 

B. Batasan Masalah  

Penelitian ini difokuskan kepada ñPelaksanaan Program Air Minum dan 

Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Kuantan Mudik Berdasarkan 

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi 

Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkunganò 
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C. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah adalah suatu pernyataan yang akan dicarikan 

jawabannya melalui pengumpulan data. Berdasarkan pada latar belakang di atas, 

maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 

Berbasis Masyarakat Di Kecematan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan 

Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air 

Minum Dan Penyehatan Lingkungan? 

2. Apa faktor penghambat pelaksanaan Program Air Minum Dan Sanitasi 

Berbasis Masyarakat Di Kecematan Kuantan Mudik tidak berjalan lancar? 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi 

Berbasis Masyarakat Di Kecematan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan 

Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air 

Minum dan Penyehatan Lingkungan.  

b. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaksanaan Program Air Minum Dan 

Sanitasi Berbasis Masyarakat tidak berjalan lancar.  
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA  

A. Pemerintahan Daerah  

Pemerintahan dalam arti sempit disebut dengan istilah Administrasi 

Negara, sedangkan Pemerintah dalam arti luas adalah segala urusan yang 

dilakukan oleh negara, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah 

daerah.
9
 Sistem pemerintahan terdiri atas dua suku kata, yaitu sistem dan 

pemerintahan. Masing-masing mempunyai pengertian. Apabila digabungkan, 

kedua kata tersebut menjadi suatu pengertian yang berkaitan dengan sistem 

ketatanegaran. Dilihat dari segi etimologi, sistem adalah sekelopok bagian-baian 

(alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan seuatu 

maksud. Sedangkan yang dimaksud dengan memerintah adalah sebagai berikut:  

1. Pemerintah adalah perkataan yang bermasud menyuruh melakukan sesuatu.  

2. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara) atau 

bada tinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu 

pemerintahan).  

3. Pemerintahan adalah perbuatan, (cara, hal urusan dan sebagainya) 

memerintah.
10

 

                                                           
9 Kasman Siburian dan Victorianus R. Puang,  Hukum Administrasi Negra, (Yogyakarta: 

Capiya publishing.2014) h. 2 
10 Dasril Radjab. Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta. 2005) h. 64 
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Daerah otonomi disebut dearah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Sesuai dengan peraturan Undang-undang, yakni Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014. Perkembangan pemerintahan daerah tidak dapat 

dilepaskan dari pembahasan mengenai hubungan penyelenggaraan pemerintahan, 

yaitu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam konteks bentuk 

negara Indonesia. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara adalah Negara Kesatuan yang 

berbentuk Republik.  

Sementara itu otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Untuk itu, adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus otonomi Daerah haruslah diletakan dalam bingkai pemahaman negara 

yang berbentuk kesatuan bukan berbentuk federasi, sebagaimana diamanatkan 

oleh pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.  

Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah, daerah yang bersifat otonom atau daerah otonom meliputi 

daerah, yaitu:  
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1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerag Provinsi dan daerah 

Provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten dan kota. 

2. Daerah Kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas 

Kelurahan dan/ Desa.
11

 

Di dalam suatu Negara yang dimiliki kekuasaan otonom atau kebebasan 

dari permintahan di luar Daerah tersebut, biasanya diberi sistem ini karena 

keadaan geografisnya yang unik atau penduduknya merupakan minoritas Negara 

tersebut, sehingga diperlukan hukum-hukum yang harus hanya cocok untuk 

Daerah tersebut. Di Indonesia tidak dikenal lagi perbedaan antara pengertian sejak 

dilaksanakannya otonomi Daerah. Ini berarti setiap Daerah di Indonesia memeliki 

hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Daerahnya sendiri, dimana hak 

dan kewenangan tersebut diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.  

Menurut pasal 1 ayat (1) Undanng-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan 

yang berbentuk Republik. Republik adalah sebuah Negara dimana tempat 

pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan dan 

pimpin atau dikepalai oleh Presiden. Negara Kesatuan Republik Indonesia 

memilih cara desentralisasi. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah 

keorganisasian yang sebenarnya juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung 

                                                           
11Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah  Daerah Pasal 2 
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jawab kewenangan dan sumber-sumber daya dari pemerintahan pusat 

kepemerintahan daerah.
12

   

Sehubung dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah sebagai penggantinya dalam Undang-Udang 

Nomor 22 Tahun 1999, dan telah diganti dengan Undnag-undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemeintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah diberi 

kesempatan untuk mengolah sumber daya yang tersedia termasuk pengelolaan 

pendapatan Daerah. 

Istilah otonomi daerah mempunyai kebebasan atau kemandirian tetapi 

bukn kemerdekaan, sehingga daerah otonomi itu diberi kebebasan atau 

kemandirian sebagai wujud pertanggung jawaban itu sendiri ada 2 (dua) unsur 

yaitu :  

1. Pemberian tugas dalam arti melaksanakannya. 

2. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dala 

menetapkan sendiri bagaimana menjekaskan tugas itu. 

Dengan demikian, pemberian otonomi mempunyai sifat mendorong atau 

memberi stimulasi untuk berusaha mengembangkan kemampuan sendiri yang 

dapat membangkitkan otaktivitas mempertinggi rsa harga diri dalam arti yang 

sebaik-baiknya. Pada umumnya hubungan kekuasaan pemerintah pusat dan 

daerah berdasarkan atas 3 (tiga) asas, yaitu: Asas Desentralisasi, Asas 

                                                           
12 Haw widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta: PT Raja Grafndo Persada. 

2011) h. 76 
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Dekosentralisasi dan Pembantuan. Dalam asas desentralisasi ada penyerahan 

wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah tentang urusan 

tertentu, sehingga pemerintahan daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya 

baik yang menyangkut policy, perancanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan.
13

 

Pada asas Dekonsentralisasi yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada 

aparatur  pemerintah pusat di Dearah untuk melaksanakan urusan pemerintahan 

pusat dalam arti policy, perencanaan dan biaya menjadi tanggung jawab 

pemerintahan pusat, sedangkan aparatur pemerintah pusat didaerah bertugas 

melaksanakannya.  

Pada asas pembantuan berarti keikut sertaan pemerintah daerah untuk 

melaksanan urusan pemerintah pusat didaerah itu, dalam arti bahwa organisasi 

pemerintah setempat (daerah) memperoleh tugas dan kewenangan untuk 

membantu melaksanakan urusan-urusan pusat. Berdasarkan Undang-udang 

Nomor 23 Tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri 3 urusan yakni 

urusan Pemerintahan Absolut, urusan Pemerintahan Konkuren dan urusan 

Pemerintahan umum.  

1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi 

sepenuhnya menjadi keweangan pusat. Defenisi pusat jika tidak masuk 

baidang eksekutif adalah Pemerintahan pusat, defenisinya sendiri adalah 

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan 

Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri. 

                                                           
13 Moh. Mahmud MD, politik huukum di Indonesia ( Jakarta: Rajawali Pers. 2011) h. 95 
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Cangkupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang politik 

luar negeri , pertahanan, keamanan, yutisi, moneter dan fiskal serta agama. 

Meski sepenuhnya berada ditangan pusat, urusan pemerintahan absolut bisa 

dilimpahkan kepada instansi vertical yang ada di daerah berdasarkan asas 

desenkonsentralisasi. Instansi vertical sendiri adalah perangkat kementerian 

dan/ atau lembaga pemerintah nonkementrian yang mengurus Urusan 

Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah 

tertentu dalam rangka dekonsentralisasi.  

2. Urusan Pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan bagi yang antara 

Pemerintah pusat dan Dearah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, urusan 

yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah. 

Pembagian itu mencangkup bebagai bidang, mulai dari pertanian, 

perdagangan, pertambangan, perikanan. Tapi prinsip utama dalam pembagian 

urusan pemerintahan konkuren adlaah harus didasarkan pada akuntabilitas, 

efesiensi, eksternalitas serta harus berkepentingan nasiona.  

3. Urusan Pemerintah Umum adalah urusan pemerintaha yang menjadi 

kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. 

Didalam kebijakan pemerintah (publik pulicy) yang secara pokok 

menetapkan garis-garis umum dalam rangka bisa dilepaskan persoalan-persoalan 

masyarakat tidak bisa dilepaskan dari lembaga-lembaga pemerintah. Dengan kata 

lan, jika suatu kebijakan telah diputuskan maka dibutuhkan sistem untuk 

melaksanakan sistem tersebut. Walaupun di dalam hal public policy dibuat dalam 
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arena politik tetapi hampir semua perencanaan dan pelaksanaannya dalam arena 

birokrasi.  

Oleh karena posisinya yang strategis mempunyai keahlian yang 

profesional dalam fungsinya dan mekanisme antara perencanaan dan pelaksanaan 

policy erat sekali, maka peranan birokrasi dalam public policy sangat 

menentukan.
14

 Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah 

menumbuh kembangan daerah dalam bidang meningkatkan pelaayanan kepada 

masyarakat, menumbuhkan kemandirian derah dan meningkatkan daya saing 

derah dalam proses pertumbuhan.  

Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan menjadi 

bebam daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas pembantuan. Proses 

sentralisasi ke desentralisasi ini pada dasarnya tidak semata-matadesentralisasi 

administrasi, tetapi juga bidang politik dan sosial budaya. Dengan demikian 

dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisasi/ administrati 

lembaga pemerintah daerah saja, akan tetapi berlaku juga pada masyarakat 

(public) badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang.  

Berkaitan dengan hal itu dalam TAP MPR No .XV Tahun 1998 

ditegaskan bahwa perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan 

kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara 

profesional, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, 

                                                           
14 Miftah Toha, Demensi-Demensi Prima Administrasi Negara (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 2002) h. 68 
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pemetaan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam rangka 

Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Bahkwan dalam undang-undang telah 

ditegaskan dinyatakan, sebuah produk hukum selain berlakunya setelah dietapkan 

oleh pejabat yang berwenang, kemudian diundangkan dalam lembaran Negara 

dan penjelasannya sudah dimuat dalam tambahan Lembaga Negara, maka semua 

orang telah mematuhinya dan isi peraturan itu sudah mengikat umum (fictie 

hukum).  

a. Ciri- ciri Pemerintahan Daerah 

Menurut para Ahli mengenai ciri-ciri pemerintahan daerah salah satunya 

dari J. Oppenhion yang menyatakan bahwa terdapat suatu ciri-ciri Pemerintahan 

Daerah. Adapun ciri-cirinya adalah  

1. Terdapat lingkungan atau suatu daerah yang memiliki batas yang lebih 

kecil dibandingkan dengan Negaranya. 

2. Terdapat penduduk yang cukup. 

3. Memiliki kepentingan yang diurus oleh Negara akan tetapi menyangkut 

tentang lingkungan itu sendiri sehingga terdapat penduduk yang bergerak 

bersama-sama berusaha atas dasar swadaya. 

4. Memiliki suatu organisasi memadai untuk menyelenggarakan 

kepentingan demikian. 

5. Memiliki kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan. 
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b. Syarat-syarat Pemerintahan Daerah 

Adapun syarat-syarat dalam pembentukan pemerintahan daerah melalui 

beberapa .pertimbangan antara lain: 

1. Kemampuan ekonomi. 

2. Potensi daerah.  

3. Sosial budaya. 

4. Sosial politik. 

5. Jumlah penduduk.  

6. Luas daerah dan juga pertimbangan lain yang memungkinkan. 

7. Terselenggarahnya otonomi daerah. 

c. Asas-asas Pemerintahan Daerah 

Berdasarkan pasal 58 undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

mengenai Pemerintahan daerah yang ditegaskan dalam penyelenggaraan 

pemerintah harus memiliki pedoman dimana pada asa umum dalam 

penyelenggaraan pemerintahan Negara terdiri dari: 

1. Asas kepastian umum. 

2. Asas tertib penyelenggaraan negara. 

3. Asas kepentingan umum. 

4. Asas keterbukaan. 

5. Asas proporsionalitas. 

6. Asas profesionalitas. 

7. Asas akuntabilitas. 
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8. Asas efesiensi. 

9. Asas efektifitas. 

10. Asas keadilan.  

B. Teori Perundang-Undangan   

Peraturan perundang-undangan secara teoretik dalam Khazanah ilmu 

hukum, terdapat beberapa defenisi istilah hukum mengenai ñ perundang-

undanganò atau kata ñperaturan perundang-undanganò, jika menggunakan bahasa 

baku yang ada di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011. Istilah 

Perundang-undangan dalam beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang 

berbeda, dalam Kamus Umum yang berlaku, istilah Legislation dapat diartikan 

dengan Perundang-undangan dan pembuatan undang-undang dan pembuatan 

udang-undang.
15

 

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa: secara teoritik, istilah 

perundang-undangan wetgeving atau gesetgebung  mempunyai dua pengertian 

yaitu  

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk 

peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.  

2. Perundang-undangan adalah segala peraturan yang merupakan hasil 

pembentukan peraturan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
16

  

                                                           
15 Maria Farida Indrati Soeprapto, ilmu perundang-undangan, (Yogyakarta: Kanisius. 2007) 

h. 3 
16 S. J Fockema Andrea dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, ilmu perundang-

undangan,  (Yogyakarta: Kanisius, 2007) h. 3 
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Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara 

umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan pula.
17

 Menurut Bagir Manan, pengertian 

peraturan perundnag-undnagan sebagai berikut:  

a. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluar pejabat atau lingkungan jabatan 

yangn  berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikut 

umum.  

b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan 

mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.  

c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang 

berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala 

konkret tertentu.  

d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan 

perundang-undangan lazim disebut dangan wet in materielezin atau serimg 

juga disebut dengan algemeen verbindende voorschrift  yang meliputi antara 

lain: de supra nationale algemeen verbindende voorschriften.  

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari 

bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undang, secara 

                                                           
17 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No 12 tahun 2011 tentang pembentuka peraturan 

perundnag-undangan 
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umum terdapat 3 (tiga) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses 

pengambilan keputusan hukum, yaitu:  

a. Keputusan Normatif yang bersifat mengatur. 

b. Keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi 

c. Keputusan normatif yang disebut vonnis.  

Menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-

ciri   sebagai berikut:  

a. Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat 

khusus dan terbatas.  

b. Bersifat universal. Artinya dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa 

yang akan datang yang belum jelas untuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak 

dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja.  

c. Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul 

yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.  

C. Teori Pelaksanaan  

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah Proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan 

sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana 

pelaksanaan bisa diartikan penerapan.  

Menurut Tjokroadmudjoyo defenisi pelaksanaan adalah sebagai berikut: 
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1. Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja 

kepada para bawahan sedemikian rupa, pada mereka mau bekerja secara iklas 

agar tercapai organisasi dengan efesiensi dan ekonomis.  

2. Keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan dipengaruhi oleh profesionalitas 

atau kompetensi guru yang menyampaikan materi. Agar pelaksanaan 

pembelajaran dapat berjalan dengan optiman, maka metode pembelajaran 

harus dipilih dan dikembangkan sehingga dapat meninggalkan aktivitas dan 

kreativitas peserta didik.
18

 

Menurut Shaifuddin Anshari, program adalah daftar terinci mengenai 

acara dan usaha yang akan dilaksanakan. Berbeda dengan Wiryanto Dewobroto, 

program adalah hasil penyusunan datail langkah-langkah solusi masalah tersebut. 

Jadi program adalah sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu suatu program merupakan kegiatan yang 

direncanakan maka tentu saja perencanaan itu diarahkan pada pencapaian tujuan. 

Program ditinjau arti berbagai aspek, yakni tujuan, jenis, jangka waktu, 

luas,sempitnya, pelaksanaan dan sifatnya.
19

 

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan 

untuk melaksanakan semua rencn dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan 

ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa 

                                                           
18 Subyantoro, pelaksanaan pendidikan agama, (Semarang: Balai Penelitian dan 

Pengembangan Agama semarang. 2010) h. 127 
19 Suharsimi Arikunto, DKK, Evaluasi Program Pendidikan, (Jakarta:  PT Bumi Aksara. 

2004) h. 2  
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yang melaksanakannya, dimana tempat mulai dan bagaimana cara yang harus 

dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau 

kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langka yang 

strategis manapun.  

Untuk mewujudkan suatu tujaun dan target, maka haruslah ada 

pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan sehingga 

mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan berasal dari kata ñlaksanaò yang 

berarti bautan, sifat dan tanda.ditambah awalan- pe dan di akhiranï an yang 

berfungsi membentuk kata benda menjadi ñpelaksanaanò. 

D. Pengawasan  

Pengawasan secara umum dapat didefenisikan sebaga suatu organisasi 

mewujudkan knerja yang efektif dan efesien, serta lebh mendukung terwujudnya 

Visi dan Mis suatu organisasi. Menurut T. Hani Handoko pengawasan dapat 

didefenisikan sebaga sebuah proses untuk menjamn bahwa tujuan organisasi dan 

manejerial tercapai.  

Untuk menilai sebuah keberhasilan sesuatu  proses kegatan apakah sudah 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka dibutuhkan suatu pengawasan. 

Pengawasan yang tersaji diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa perlu 

dilakukan suatu pengawasan yang dilakukan secara rutin berkala pemimpin atau 

orang n atau orang yang Mempunya kewenangan untuk melakukan pemantauan , 

pemeriksaan, penilaan dan perbaikan.  
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Dalam melakukan pengawasan maka diperlukan beberapa tahapan 

ataupun langkah dar pengawasan tersebut. Proses pengawasan ada beberapa  

tahapan yaitu: 

1. Perencanaan  

Tahap pertama dalam proses pengawasan adalah perencanaan yang 

artinya sebagai suatu kesatuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai 

patokan untuk menilai hasil, tujuan dan saran dalam menentukan target 

yang telah ditentukan.  

2. Penentukan pengukuran  pelaksanaan kegiatan  

Perencaan akan gagal apabila tidak diterapkan pengukuran dalam 

pelaksanaan kegiatan terhadap terget yang telah dtentukan. Pekrerjaan 

yang tidak didasarkan Pengukuran target/penentuan cenderung akan 

menimbulkan kegagalan.  

3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan  

Pengukuran pelaksanaan kerja tergantung penentuan atau target 

pelaksananaan kegiatan.  

Tujuan pengawasan  

Pengawasan adalah mengwujudkan apa yang di rencanakan menjadi 

kenyataan, tujuan pengawasan adalah:  

1. Agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, yang 

telah ditargetkan dan ditentukan.  
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2. Untuk mengetahui kekurangan ataupun kelemahan dalam melakukan dan 

melaksanakan suatu kegiatan, apakah sesuai dengan yang telah ditentukan.   

E. Penelitian Terdahulu 

1. Rachmawati Dwi Maharani dengan judul Implementasi Program 

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) 

di Kabupaten Lebak. Dari judul diatas terdapat persamaan yaitu untuk 

meningkatkan jumlah masyarakat untuk mengakses air minum dan 

sanitasi yang layak serta memperaktekan hidup bersih dan sehat. Tetapi 

terdapat juga perbedaan yaitu, pada penelitian terdahulu membahas 

mengenai bagaimana implementasinya yang belum berjalan dengan baik 

dan sanksi yang tegas. Tentunya sangat berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis, pada penelitinnya penulis hanya membahas 

mengenai Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi 

Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Kuantan Mudik Berdasarkan 

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah 

Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan. 

2. Epi Indah Serniati dengan judul Skripsi Evaluasi Program Penyediaan Air 

Minum Dan Sanitasi Di Kecamatan Tomon Kabupaten Luwu Timur. Dari 

judul diatas terdapat persamaan yaitu kesadaran masyarakat dalam 

menjaga fasilitas atau alat-alat yang telah disediakan oleh Pemerintah. 

Tetapi terdapat juga perbedaan yaitu, pada penelitian terdahulu membahas 

mengenai bagaimana implementasinya program penyediaan air minum 
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dan sanitasi disebagian desa-desa dan kelurahan yang ada d Kecamatan 

Timoni. Tentunya sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, pada penelitinnya penulis hanya membahas mengenai 

Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis 

Masyarakat Di Kecamatan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan Bupati 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air 

Minum Dan Penyehatan Lingkungan. 

3. Siti Nur Azizah Dengan judul Skripsi Impelentasi Program Penyediaan 

Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Dalam 

Perspektf Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Dusun Pingsangan Desa 

Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri) dari judul diatas 

terdapat perbedaan yaitu, pada penelitian terdahulu membahas tentang 

implementas penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat 

dalam perspektf maqashid dengan penelt membahas mengenai 

Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis 

Masyarakat Di Kecamatan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan Bupati 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air 

Minum Dan Penyehatan Lingkungan. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN  

A. Jenis dan Sifat Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif, yaitu suatu untuk menemukan penjelasan atas kejadian-kejadian sosial 

dengan objek yang tidak dapat diukur dengan angka atau ukuran karena sifatnya 

deskriptif. Dan untuk memahami sesuatu harus melalui penyelidikan atau 

penelitian yang dilakukan langsung kelapangan dengan data-data yang didapat 

bersumber dari studi kepustakaan dengan melakukan observasi atau pengamatan 

dan berbagai isu dari aspek serta dengan melakukan wawancara.  

Penelitian ini bersifat hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan mengadakan identifikasi hukum yang berlaku di dalam 

masyarakat.bertujuan menggambarkan sacara tepat sifat secara individu, keadaan, 

gejala atau kelompok tertentu. Untuk menemukan penyebaran suatu gejala atau 

untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain 

dalam masyarakat.20 Dan juga menggambarkan secara lengkap dan terperinci 

mengenai efektifitas pengawasan pelaksanaan penyediaan air minum dan sanitasi 

berbasis masyarakat. 

 

                                                           
20 Amiruddin dan Zainal Asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali 

Pres. 2014) h. 25 
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B. Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini digunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan 

pendekata kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif 

dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Landasan teori 

dimanfaatkan sabagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang 

ada dilapangan. Dalam penelitian kualitatif, berangkat dari teori menuju data dan 

berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan.  

C. Subjek Dan Objek penelitian  

1. Subjek penelitian  

Subjek penelitian adalah orang menjadi sumber informasi. Yang menjadi 

subjek dalam penelitian ini adalah pengawas PAMSIMAS.  

2. Objek penelitian 

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Di sebut juga 

dengan pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data ang 

lebih terterah. Adapun objek penelitian ini adalah pengawasan pelaksanaan 

program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di 

Kecamatan Kuantan Mudik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 

2016 tentang Recana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan 

Lingkungan.  

D. Lokasi Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang ditemukan peneliti ini dilakukan di 

Kecamatan Kuantan Mudik. Adapun alasan penulisan karena berdasarkan 
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Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Daerah 

Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Selain itu lokasi tersebut 

sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dalam 

wawancara mengenai Pengawasan Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum 

dan Sanitasi Berbasis Masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 

2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan 

Lingkungan.   

E. Populasi Dan Sampel  

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang diteliti. Populasi  merupakan 

sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, 

benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempa dengan ciri dan 

sifat yang sama. 
21

 sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi 

yang ada.
22

 Populasi dalam peneliti ini adalah pemerintah daerah di Kecematan 

Kuantan Mudik dan yang paling utama adalah kepala desa sebanyak 12 orang. 

UPT PAM sebanyak 3 orang. Masyarakat sebanyak 50 orang dan teknik 

penarikan sampel dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sample dengan menentukan 

kreteria-kreteriaa tertentu.  

Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tebel 

dibawah ini:  

                                                           
21 Banmbang Sunggono, metodelogi penelitian hukum. (jakarta: Rajawali Pres. 2011) h. 118 
22

 Ibid h. 119 
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Tabel 3.1 

Populasi dan sampel 

No Jenis populasi 

Jumlah 

populasi 

Jumlah 

sampel 

presentase 

1.  Kepala Desa 24 12 50% 

2.  UPT PAM  3 3 100% 

3.  Masyarakat  50   32 15% 

 

F. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

c. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi 

Berbasis Masyarakat Di Kecematan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan 

Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air 

Minum dan Penyehatan Lingkungan.  

d. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaksanaan Program Air Minum Dan 

Sanitasi Berbasis Masyarakat tidak berjalan lancar.  

G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:  

a. Secara teoritis  

1. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, 

dalam hal ini mengenai pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum 

Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kecematan Kuantan Mudik 
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Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana 

Aksi Daeraha Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan.  

2. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis 

sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu 

yang di peroleh. 

b. Secara praktis  

Dapat memberikan data serta informasi mengenai pelaksanaan Program 

Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kecematan 

Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan.  

c. Secara akademis  

Kegunaan akademis yaitu penelitian berharap menjadi bahan informasi 

dan data skunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.  

H. Metode Penelitian  

Metode berasal dari bahasa Yunani Methodos yang berarti cara atau jalan. 

Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai 

sarana yang diperlukan bagi penggunanya , sehingga dapat memahami objek 

sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sarana atau tujuan pemecahan 

pemersalahan.
23

 

                                                           
23 Subagyo Joki, metode penelitian dalam teori dan praktik, (Jakarta: Rineka Cipta. 2011) 

jilid 1 h. 1 
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Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris Research yang berarti 

usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode 

tertentu dengan cara hati-hati, sistematis, serta sempurna terhadap permasalahan. 

Sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau jawaban problem.
24

 Metode 

penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali 

pemecahan terhadap segala pemersalahan. 

I. Teknis Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi 

kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam studi 

susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan mengenai pelaksanaan 

Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Berdasarkan 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum 

Dan Penyehatan Lingkungan dan data yang terkumpulkan dalam penelitian, baik 

itu data primer maupun data skunder dianalisis dengan menggunakan metode 

analisis kualitatif. Metode kualitatif yaitu apa yang ditanyakan responden secara 

tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta 

menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang 

bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. 
25

 

 

 

                                                           
24 Ibid h. 2 
25 Soekanto Soerjono, pengantar penelitian hukum (jakarta: universitas indonesia Pers. 1984) 

h. 252 
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J. Sistematis Penulisan  

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematis penulisan 

dalam lima (5) bab. Masing-masing bab diuraikan dengan sub, bab, sehingga 

antara satu dengan yang lain merupakan satu sistem dan memilkik keterkaitan 

data sama lain. Untuk lebih jelasnya penulisan menguraikan satu persatu bab 

tersebut.  

 

BAB I  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini berisikab latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian 

dan sistematika penulisan  

BAB II  TINJAUAN UMUM  

Bab ini menjelaskan bagaimana gambaran lokasi yang diteliti oleh 

peneliti  

BAB III  METODE PENELITIAN  

Teori perundang-perundangan, teori pemda dan teori pelaksanaan.  

BAB IV  HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN  

Merupakan hasil uraian penelitian dan pembahasan tentang isi bab ini 

sesuai rumusan masalah terkait bagaimana Pelaksanaan Program Air 

Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kecematan Kuantan 
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Mudik Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan 

Lingkungan. 

BAB V PENUTUP 

Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.  
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Bagaimana Pelaksanaan Program Air Minum Dan Sanitasi Berbasis 

Masyarakat Di Kecamatan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan Bupati 

Kuantan Singingi Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Penyediaan 

Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap 

orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan. Secara individu, kelompok maupun masyarakat mempunyai hak untuk 

hidup sehat dan memberdayakan sumber air yang ada. Dalam Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (1 dan 2) 

mengenai urusan wajib terkat pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkat 

pelayanan dasar seperti: kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang 

pemberdayaan masyarakat dan desa, merupakan urusan pemerintah daerah.  

Salah satu program pemerintah dalam penyediaan air bersih serta sanitasi 

adalah PAMSIMAS yaitu program yang dilaksankan pemerintah untk membantu 

menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam penyedian air bersih serta mengatasi 

masalah sanitasi yang berbasis masyarakat terutama masyarakat perdesaan dan 

pinggiran kota.  Dengan program tersebut masyarakat dapat mengakses air bersih 
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serta diajarkan cara-cara perilaku hidup dan sehat untuk dirinya sendiri, keluraga 

dan lingkungan.  

  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah, penyediaan air minum menjadi urusan dan tanggung jawab Pemerintah 

Daerah. Terdapat suatu pemersalahan yaitu banyaknya penduduk yang tergolong 

relatif miskin, serta mempunyai kapasitas yang rendah, pada umumnya memiliki 

kemampuan rendah dalam menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat. 

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah 

dengan melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis 

Masyarakat (PAMSIMAS).  

Program PAMSIMAS merupakan salah satu bentuk Otonomi Daerah 

yang memberikan pengaruh yang besar bagi daerah mendapatkan peluang yang 

lebih besar dari sisi finansial dan dalam pengambilan kebijakan. Pengaruh saat ini 

sangat digalakkan oleh pemerintah, tetapi bukan saja menjad tanggung jawab 

pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh rakya indonesia. Hal ini berarti 

bahwa pembangunan nasional tidak hanya mengejar kemajuan semata-mat tetapi 

butuh keselarasan dan keseimbangan.  

Sebagaimana upaya campur tangan pemerintah untuk mengarahkan, 

membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat 

sebagai penjabaran hukum administrasi negara, menurut Philipus M Hadjon 

sebagaimana dikutip daalam bukunya 1 Gusti Ayu Ketut dan Asô Adi yang 

menyebutkan bahwa:  
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1. Mengatur sarana bagi pengurus dan mengendalikan masyarakat. 

2. Mengatur cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan 

pengendalian.  

3. Mengataur tentang perlindungan hukum.
26

  

Program PAMSIMAS ini termasuk dalam bentuk hubungan pemerintah 

pusat dan daerah, disebabkan menganut asas Desentralisasi yaitu penyerahan 

urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan 

asas otonomi. Salah satu bentuk pengelolan sumber daya air yang dilaksankan 

oleh pemerintah dengan menciptkan berbagai program yang langsung 

diberdayakan oleh masyarakat diantaranya adalah Program Penyediaan Air 

Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).  

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana 

otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyaakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesua dengan peraturan perundang-

undangan.  

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandasan pada acuan hukum, juga 

sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan 

                                                           
26 I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani dan Edi Asô Adi. Hukum Administrasi Negara dalam 

pengelolaan sumber daya alam dan energi berbasis lingkungan. (Jakarta: Rajawali Pers. 2019) h. 2 
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memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung 

jawab, tertutama dalam mengatur memanfaatkan dan menggali sumber-sumber 

potensi yang ada didaerah masing-masing Pelaksanaan otonomi daerah 

merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan 

rakyat. Untuk melaksanakan otonomi daerah tersebut terdapat 3 (tiga) asas yaitu:   

1. Asas Desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah 

urusan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada 

pemerintah daerah yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga 

daerah itu.  

2. Asas Dekonsentralisasi adalah yang menyatakan pelimpahan wewenang dari 

pemerintahan pusat, kepala wilayah, kepada instansi vertikal tingkat yang 

lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya didaerah.  

3. Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas ikut serta dalam 

pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada yang memberi tugas.  

Setelah mendapatkan wewenang dari pemerintah pusat, pemerintah 

daerah harus melaksanakan urusan pemerintahannya. Urusan pemerintahan 

tersebut dinamakan dengan urusan pemerintahan konkuren. Dimana urusan 

pemerintahan konkuren ini adalah urusan pemerintah yang dubagi antara 

pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, urusan yang 

diserahkan kepada daerah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Tapi 

prinsip utama pembagian urusan pemerintaha konkuren harus didasarkan pada 

akuntabilitas, efesiensi, eksternalitas serta berkepentingan nasional. 
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Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan 

daerah merupakan kesempatan yang sangat bak bagi pemerintah daerah untuk 

membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi 

hak daerah, maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan 

dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemeri ntah daerah.  Pemerintah Daerah 

bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, asalkan 

tidak melanggaar peraturan perundang-undang. Untuk itu pemerintah daerah atau 

otonom daerah harus mampu menjelaskan persoalan  yang muncul pada daerah 

tersebut melalui kebijakan-kebijakan daerah.  

Untuk melaksanakan suatu kebijakan ada dua pilihan langkah  

pelaksanaannya, yaitu langsung melaksanakan dalam bentuk program-program 

atau melalui formulasi kebijakan turutan dari kebijakan tersebut. Kebijakan dalam 

bentuk undang-undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan yang 

memerlukan kebijakan publik penjelasan atau sering diidtilahkan dengan 

peraturan pelaksanaan. Kebijkan yang langsung di operasionalkan anataa lain 

Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Darah dan lain-lain.  

Sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan kemudian dibuat dalam 

suatu bentuk positif seperti Undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak 

dilaksanakan, tetapi sebuah kebijkan harus dilaksanakan atau diimplementasikan 

supaya mempunyai dampak sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Suatu 

kebijakan akan dapat disarankan dampaknya apabila telah dijalankan, namun 

tidak sedikit kebijakan yang sudah dijalankan juga belum memberikan dampak 
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apa-apa bagi semua kalangan, hal ini terjadi karena tidak jelasnya suatu 

kebijakan, sumber daya manusia yang berkapasitas rendah, adanya korupsi, 

program yang diimplementasikan tidak dipertimbangkan kondisi lingkungan 

sosial dan ekonomi. Kebijakan yang sudah diimplementasikan masih sulit 

disarankan dampaknya, apa lagi yang sudah dibuat kemudian ditetapkan namun 

tidka diimplementasikan secara srius dengan harapan kebijakan tersebut sangatlah 

jauh untuk diwujudkan.  

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di 

Kecamatan Kuantan Mudik yang tidak berjalan atau tidak dioperasionalkan 

sedangkan masih banyaknya masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan 

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) 

seperti masyarakat yang tidak mempunyai sumur, sehingga harus mandi Di 

kuantan dan masyarakat yang mempunyai sumur akan tetapi air nya yang tidak 

bisa di gunakan untuk di komsumsi (kotor atau bau) meminta air kepada tetangga.  

Yang menjadi tidak terlaksananya pelaksanaaan program penyediaan air 

minum dan sanitasi berbasis masyarakat adadalah  

1. Tidak adanya pengawasan atau pemantauan RAD AMPL yang seharusnya 

di lakukan 2 kali dalam setahun. Sehingga masyarakat menggap remeh  

untuk menjaga dan merawat pembangunan sarana dan prasana. 

2. Tidak adanya evaluasi pelaksanaan RAD AMPL yang dilakukan pada 

setiap akhir tahun pelaksanaan. Sehingga tidak adanya pengetahuan atau 



45 
 

 

informasi apakah pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi 

berbasis masyarakat masih berjalan atau masih bisa difungsikan apa tidak.  

Dalam melaksanakan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan 

Penyehatan Lingkungan. Kepala Desa Kuantan Mudik bekerja sama dengan 

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten 

Kuantan Singingi. Dalam melakukan sosialisasi Kepala Dinas Perumahan 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kuantan Singingi mengundang seluruh 

Kepala Desa Kuantan Mudik dan Masyarakat.  

Menurut Khairul Amirullah ST. M. Eng selaku Kepala Dinas Perumahan 

Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi mengatakan 

bahwa ñPelaksanaan Program Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 

diberikan kepada Desa-desa untuk digunakan dan dimanfaatkan. Ada yang nama 

nya Desa Pasca, maksud dari Desa Pasca ini ada ada 3 (tiga)  Desa yaitu Desa 

Merah, Desa Kuning dan Desa Hijau, dimana Desa Merah ini tidak berfungsi 

sama sekali PAMSIMAS nya dan Desa Kuning itu sebgaia dari Desa itu 

PAMSIMAS nya berfungsi atau masih ada yang di gunagakan atau dimanfaatkan 

dan sedangkan Desa Hijau seluruh PAMSIMAS nya masih berjalan dan 

dimanfaatkan oleh masyarakatò.27 

                                                           
27 Wawancara dengan bapak Khairul Amirullah  ST. M. Eng  selaku Kepala Dinas perumahan 

Kawasan Pemukiman dan Pertahanan, 22 Juli 2021 
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Dari hasil wawancara mengenai Pelaksanaan Program Air Minum dan 

Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kecamatan Kuantan Mudik dapat di jelaskan 

bahwa tidak semua Desa yang PAMSIMAS nya masih berfungsi dan berjalan. 

Masih banyaknya Desa-desa di Kecamatan Kuantan Mudik PAMSIMAS nya 

tidak berfungsi dan berjalan sehingga masih banyak masyarakat yang bisa dikatan 

kurang mampu yang tidak mempunyai sumur sehingga masyarakat masih mandi 

ke sungai dan meminta air kepada tentangga dan masih banyak juga masyarakat 

yang mempunyai sumur tapi air sumurnya tidak bisa dikomsumsi atau dimasak 

sehingga meminta kepada tetangga dan membeli air galon.  

Menurut Yanda selaku Kepala Desa Saik menyatakan bahwa ñ 

pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis di masyarakat 

di Desa Saik tidak berjalan dan tidak berfungsi, sehingga masih banyak 

masyarakat Saik yang tidak mempunyai sumur mandi ke sungai dan meminta air 

kepada tetangga atau pun membeli air galon. Program penyediaan air minum 

dan sanitasi berbasis masyarakat hanya berjalan di awal pembangunan di buat , 

selama 2-3 tahun program PAMSIMAS ini masih berjalan sehingga masyarakat 

mudah untuk mendapatkan airnya.28 

Menurut Ondes selaku masyarakat Desa Saik mengatakan bahwa 

ñpelaksanaan Program air minum dan sanitasi berbasis di Desa saik tidak 

berjalan dan tidak berfungsi, program ini hanya berjalan di awal pembuatannya 

                                                           
28 Wawancara dengan Bapak yanda selaku Kepala Desa Saik, 24 Mei 2021 
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saja, saya adalah salah satu wagra yang sumurnya tidak dapat di gunakan untuk 

dikosumsi, saya meminta air kepada orang tua saya dan membeli air galonò.29 

Menurut Tini selaku masyarakat Desa Saik mengatakan bahwa 

ñpelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, 

tidak berjalan dan tidak berfungsi, saya adalah salah satu masyarakat yang tidak 

mempunyai sumur, saya meminta air kepada anak saya, dan mebeli galon, saya 

mandi di rumah anak sayaò.30 

Menurut Yanuar selaku Kepala Desa Pebaun Hulu menyatakan bahwa 

ñpelaksanan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 

di Desa Pebaun Hulu sama sekali tidak berfungsi dan masih banyak masyarakat 

yang tidak mempunyai sumur masih mandi ke sungai dan masih banyak 

masyarakat yang mempunyai tapi air sumurnya tidak dapat dikomsumsi sehingga 

membeli air dan meminta kepada tentanggañ.31 

Menurut Teri selaku warga Desa Pebaun Hulu mengatakatan bahwa ñ   

pelaksanaan PAMSIMAS di Desa Pabaun Hulu tidak sama sekali berfungsi dan 

berjalan. Saya adalah salah satu warga yang tidak mempunyai sumur dan  saya 

meminta air kepada tetangga, menampung air hujan dan saya mandi kesungaiò.32  

Menurut Arnizul selaku warga Desa Pebaun Hulu mengatakan bahwa 

ñpelaksanaan PAMSIMAS di Desa Pebaun Hulu tidak sama sekali berfungsi dan 

                                                           
29 Wawancara dengan Ibu Ondes selaku Masyarakat Desa Saik, 24 mei 2021 
30 Wawancara  dengan Ibu Tini selaku masyarakat  Desa Saik, 24 Mei 2021 
31 Wawancara dengan Bapak Yanuar selaku Kepala Desa Pebaun Hulu, 25 Mei 2021 
32 Wawancara dengan Ibu Teri selaku Masyarakat Desa Pebaun Hulu, 25 Mei 2021 
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tidak berjalan, saya adalah salah satu warga yang mempunyai sumur tetapi air 

sumur saya tidak dapat dikomsumsi atau dimasak, saya membeli air galon dan 

meminta air bersih kerumah peninggalan orang tua saya yang di tempati oleh 

adik saya yang paling kecilò.33 

Menurut Yoki Saputra selaku masyarakat Desa Pebaun Hulu mengatakan 

bahwa ñpelaksanaan program air minum dan sanitasi berbabasis masyarakat di 

Desa Pebaun Hulu tidak berjalan dan tidak berfungsi. Saya adalah salah satu 

masyarakat Desa Pebaun Hulu yang tidak mempunyai sumur, saya sangat 

kesusahan untuk mendapatkan air, saya meminta air bersih kerumah mertua saya 

yang rumahnya lumayan jauh untuk mandi saya mandi ke sungai. Saya berharap 

agar program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat tersebut 

dapat berfungsi kembaliò.34 

Menurut Yuli selaku masyarakat Desa Pebaun Hulu mengatakan bahwa 

ñpelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat 

di Desa Pebaun Hulu tidak berjalan sabagai mana mestinya. Saya selaku 

masyakat Desa Pebaun Hulu sangat kesusahan mendapatkan air karena sumur 

saya yang tidak dapat di gunakan, sumur saya tidak bisa untuk di kesumsi, karna 

sumur saya airnya keruh dan sedikit bau dan untuk mandi saya masih mandi di 

sumurò.35 

                                                           
33 Wawancara dengan Ibu Arnizul selaku Masyarakat Desa Pebaun Hulu, 25 Mei 2021 
34 Wawancara dengan Bapak Yoki Saputra selaku Masyarakat Desa Pebaun Hulu, 25 Mei 

2021 
35Wawancara dengan Ibu Yuli selaku Masyarakat Desa Pebaun Hulu, 2021 
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Menurut Zulkarnedi masyarakat Desa Pebaun Hulu mengatakan bahwa 

ñpelaksanaan program air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa 

pebaun hulu tidak berfungsi sama selaki, saya adalah salah satu masyarakat 

yang mempunyai sumur tetapi sumur saya tidak bisa dikomsumsi sehingga saya 

meminta ke tetangga dan membeli air galonò.36 

Menurut Alpines selaku Kepala Desa Pebuan Hilir mengatakan bahwa 

ñpelaksanaan program air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa 

Pebaun Hilir ini tidak berfungsi sama sekali dan tidak berjalan sebagai mana 

mestinya dam masih banyak masyarakat Desa Pebaun Hilir ini yang tiak 

mempunyai sumur maupun yang sumur nya tidak dapat di komsumsi karena 

airnya keruh ataupun bau, kebanyakan masyarakat Desa Pebaun Hilir ini 

meminta air kekeluaraga dan membeli air galonò.37 

Menurut feni selaku masyarakat Desa Pabuan Hilir mengatakan bahwa 

ñpelaksanaan program air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa 

Pebaun Hili tidak berjalan sebagai mana mestinya, saya adalah salah satu 

masyarakat pebaun Hilir yang tidak mempunyai sumur, saya meminta air ke 

mesjid untuk dimasak dan saya mandi ke sungaiò.38 

Menurut Romi Syaputra selaku Kepala Desa Pulau Binjai  menyatakan 

bahwa ñ Pelaksanaan Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di 

Desa Pulau Binjai tidak berfungsi dan tidak berjalan sama sekali dan masih 

                                                           
36 Wawancara dengan Bapak Zulkarnedi selaku Masyarakat Desa Pebaun Hulu, 25 Mei 2021  
37 Wawancara dengan Bapak  Alpines selaku Kepala Desa Pebaun Hilir, 26 Mei 2021 
38 Wawancara dengan Ibu Feni selaku Masyarakat Desa Pebaun Hilir, 26 Mei 2021 



50 
 

 

banyak masyarakat yang tidak mempunyai sumur mandi ke sungai dan 

masyarakat yang mempunyai sumur tapi air nya yang tidak bisa di komsumsi 

atau diguanakan untuk masak memnta air kepada tetangga atau membeli air 

galonò.39 

Menurut yusnimar selaku masyarakat Desa Pulau Binjai mengatakan 

bahwa ñmenurut saya pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi 

berbasis masyarakat di Desa Pulau Binjai sudah lama tidak berfungsi dan 

berjalan, program PAMSIMAS ini Cuma berjalan selama 3 tahun di awal 

pembangunan di buat. Saya salah satu masyarakat yang mempunyai sumur tetapi 

air nya tidak bisa di konsumsi dan hanya bisa digunakan untuk mandi, untuk air 

yang saya gunakan untuk di komsumsi saya meminta kerumah anak sayaò.40 

Menurut Rita selaku masyarakat Desa Pulau Binjai mengatakatn bahwa 

ñpelakasanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat 

di Desa Pulau binjai tidak berjalan sebagaimana mestinya, program PAMSIMAS 

ini hanya berjalan selama 3 tahun diawal pembangunan. Saya adalah salah satu 

masyakat yang mempunyai sumur tetapi air sumur saya tidak bisa dikomsumsi 

sehingga saya meminta air kepada tetangga dan terkadang saya membeli air 

galonò.41 

                                                           
39 Wawancara dengan Bapak Romi Syaputra selaku Kepala Desa Pulau Binjai, 27 Mei 2021 
40 Wawancara dengan Yusminar selaku Masyarakat Desa Pulau Binjai, 27 Mei 2021 

 
41 Wawancara dengan Ibu Rita Selaku Masyarakat Desa Pulau Binjai, 27 Mei 2021 
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Menurut Upiak selaku masyarakat Desa Pulau Bijai mengatakan bahwa 

ñPelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat 

di Desa Pulau Binjai tidak berfungsi sama selaki dan tidak berjalan, saya adalah 

salah satu masyarakat yang mempunyai sumur, saya membeli air galon dan 

meminta kepada tetangga untuk di kosumsi dan mandi di sungaiò.42 

Menurut Tena selaku masyarakat Desa Pulau Binjai mengatakan bahwa 

ñpelaksanaan program air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa 

Pulau Binjai tidak berfungsi sama sekali, saya adalah salah satu warga yang 

mempunyai sumur, dan saya membeli air galonò.43 

Menurut safriadi selaku Kepala Desa Ratau sialang mengatakan bahwa 

ñpelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat 

hanya berlajan di awal pembangunan di lakukan. Masih banyak masyarakat yang 

tidak memliki sumur atau air sumurnya yang tidak bisa untuk di kosumsi 

sehingga banyak masyarakat yang membeli atau meminta tetangga ataupun 

kelurganyaò.
44

  

Menurut isur selaku masyarakat Desa Rantau Sialang mengatakan bahwa 

ñpelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat 

di Desa Rantau Sialang tidak berfungsi sama sekali, saya adalah salah satu 

                                                           
42 Wawancara dengan Ibu Upik selaku Masyarakat Desa Pulau Binjai, 27 Mei 2021 
43 Wawancara dengan Ibu Tena selaku Masyarakat Desa Pulau Binjai, 27 Mei 2021 
44 Wawancara dengan Bapak Safriadi selaku Kepala Desa Rantau Sialang, 28 Mei 2021 
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masyarakat yang tidak pempunyai sumur sehingga saya membeli air galon dan 

menampung air hujanò.45 

Menurut Lena selaku masyarakat Desa Rantau Sialang mengatakan 

bahwa ñpelaksanaan Program prnyadian air minum dan sanitasi berbasis 

masyarakat di Desa Rantau Siang tidak berfungsi sama selaki, saya adalah salah 

satu masyarakat yang tidak mempunyai sumur, saya meminta air kepada orang 

tua saya dan membeli air galonò.46 

Menurut Mela selaku Masyarakat Desa Rantau Sialang mengatakan 

bahwa ñpelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis 

masyarakat Desa Rantau Sialang tidak berjalan dan tidak berfungsi sama sekali. 

Saya adalah salah satu masyarakat yang memiliki sumur tetapi tidak bisa di 

kosumsi karena air nya bau dan kotor sehingga saya meminta air bersih kepada 

kakak saya dan membeli air galonò.47 

Menurut Ahmad Sukanela selaku Kepala Desa Kinali mengatakan bahwa 

ñpelaksaan program penyediaan  air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di 

Desa Kinali tidak berjalan dan tidak berfungsi sama sekali. Masih banyak 

masyarakat yang mempunyai sumur yang air tidak bisa di kosumsi karena bau 

dan kotorò.48 

                                                           
45 Wawancara dengan  Bapak Isur selaku Masyarakat Desa Rantau Sialang, 28 Mei 2021 
46 Wawancara dengan Ibu Lena selaku Masyarakat Desa Rantau Sialang, 28 Mei 2021 
47 Wawancara dengan Ibu Mela selaku Masyarakat Desa Rantau Sialang, 28 Mei 2021 
48 Wawancara dengan Bapak Ahmad Sukanela selaku Kepala Desa Kinali, 31 Mei 2021 
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Menurut Radirman selaku Masyarakat Desa Kanali mengatakan bahwa  

ñpelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat 

di Desa Kanali tidak berjalan dan tidak berfungsi sama sekali. Saya selaku 

masyarakat yang tidak mempunyai sumursehingga saya membeli air galon dan 

mandi ke sungaiò.49 

Menurut Riki selakuMasyarakat Desa Kinali mengatakan bahwa 

ñpelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat 

di Desa Kinali tidak berjalan dan tidak berfungsi sama sekali. Saya adalah salah 

satu Masyarakat yang tidak mempunyai sumur sehingga saya meminta air kepada 

orang tua dan membeli air galonò.50 

Menurut Idon selaku Masyarakat Desa Kinali mengatakan bahwa 

ñpelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat 

di Desa Kinali tidak berjalan dan tidak berfungsi sama sekali. Saya adalah salah 

satu masyarakat Desa Kinali  yang mempunyai sumur tetapi sumur saya tidak 

dapat di kosumsi atau dimasak, saya meminta air kepada orang tua saya dan 

membeli air galonò.51 

Menurut Arman selaku Kepala desa yang mengatakan bahwa 

ñpelaksanaan prohram penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat 

di Desa Koto Lubuk Jambi tidak berjalan dan tidak berfungsi sama sekali. Masih 

banyak masyarakat yang tidak mempunyai sumur dan /yang mempunyai sumur 

                                                           
49 Wawancara dengan Bapak Ridarman selaku Masyarakat Desa Kinali, 31 Mei 2021 
50 Wawancara dengan Bapak Riki selaku Masyarakat Desa Kinali, 31 Mei 2021 
51 Wawancara dengan Bapak Idon selaku Masyarakat Desa Kinali, 31  Mei 2021 
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tetapi air sumurnya tidak bisa di kosumsi sehingga meminta air kepada tetangga, 

keluarga bahkan membeli air galonò.52  

Menurut Ita selaku Masyarakat Desa Koto Lubuk Jambi mengatakan 

bahwa ñpelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis 

masyarakat tidak berjalan dan tidak berfungsi sama sekali. Saya adalah salah 

satu masyarakat yang tidak mempunyai sumur, saya mandi ke sunggai, meminta 

air kepala tetangga dan membeli air galonò.53 

Menurut Rudi selaku Masyarakat Desa Koto Lubuk Jambi mengatakan 

bahwa ñ pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis 

masyarakat Desa Koto Lubuk Jambi tidak berjalan dan tidak berfungsi sama 

sekali. Saya adalah salah satu masyarakat yang tidak mempunyai sumur sehingga 

meminta air kepada orang tua dan membeli air galonò.54 

 Menurut Maryono selaku Masyarakat Desa Koto Lubuk Jambi 

mengatakan bahwa ñpelaksaan program penyediaan air minum dan sanitasi 

berbasis masyarakat Desa Koto Lubuk Jambi tidak berjalan dan Berfungsi sama 

sekali. Saya adalah salah satu masyarakat yang tidak mempunyai sumur 

sehingga saya meminta air kepada tetangga dan membeli air galonò.55 

Menurut Hendri selaku Kepala Desa Banjar Padang mengatakan bahwa 

ñpelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat 

                                                           
52 Wawancara dengan Bapak Arman selaku Kepala Desa Koto Lubuk Jambi,  01 Juni 2021 
53 Wawancara dengan  Ibu Ita selaku Masyarakat Desa Koto Lubuk Jambi, 01 Juni 2021 
54 Wawancara dengan Bapak Rudi selaku Masyarakat Desa Koto Lubuk Jambi, 01 Juni 2021  
55 Wawancara dengan Bapak Maryono selaku Masyarakat Desa Koto Lubuk Jambi, 01 Juni 

2021 
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di Desa Banjar Padang tidak berfungsi sama selaki, sehingga masih banyak 

masyarakat yang tidak mempunyai sumur atau pun sumur yang tidak bisa di 

komsumsi sehingga membeli air, meminta kepada tetagga atau keluargaò.56  

Menurut Oki selaku masyarakat Desa Banjar Padang mengatakan bahwa 

ñpelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat 

di Banjar Padang tidak berfungsi sama sekali, saya adalah salah satu 

masyarakat yang mmpunyai sumur tapi air sumur saya tidak bisa untuk 

dikosumsi, saya mengambil air di mesjid atau membeli air galonò.57 

Menurut Amril selaku masyarakat Desa Banjar Padang mengatakan 

bahwa ñpelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis 

masyarakat di Desa Banjar Padang tidak berfungsi sama sekali dan saya adalah 

salah satu masyarakat Banjar Padang tidak memiliki sumur, saya membeli air 

galon dan meminta air kepada tetangga, untuk mandi saya mandi di sungaiò.58 

Menurut Sadarman selaku Masyarakat Desa Banjar Padang mengatakan 

bahwa ñpelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis 

masyarakat Desa Banjar Padang tidak berjaln dan tidak berfungsi sama sekali. 

Saya adalah salah satu masyarakat yang mempunyai sumur tetapi tidak bisa di 

kosumsi sehingga saya meminta air kepada orang tua dan membeli air galonò.59 

                                                           
56 Wawancara dengan Bapak Hendri selaku Kepala Desa Banjar Pandang,  02  Juni 2021 
57 Wawancara dengan Bapak Oki selaku Masyarakat Desa Banjar Pandang, 01 Juni  2021 
58 Wawancara dengan Bapak Amril selaku Masyarakat Desa Banjar Padang, 01 Juni  2021 
59 Wawancara dengan Bapak Sadarman selaku Masyarakat Desa Banjar  Padang, 01 Juni 

2021 
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Menurut Indra Suardi selalu Kepala Desa Sangau mengatakan bahwa 

ñpelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masuarakay 

di Desa Sangau tidak berfungsi sama sekali, pelaksanaan  program penyediaan 

air minum dan sanitasi berbasis masyarakat ini hanya berjalan 4 tahun di awal 

pembangunan di buat. Masih bayak masyarakat yang tidak mempunyai sumur  

sehingga meminta kepada tetangga, keluarga dan mebeli air galon atau pun 

mempunyai sumur tetapi tidak bisa dikosumsi karena air yang berbau dan 

kotorò.60 

Menurut Ciman selaku masyarakat Desa Sangau mengatakan bahwa 

ñpelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat 

di Desa Sangau tidak berfungsi sama sekali, saya adalah salah satu masyarakat 

yang mempunyai sumur tetapi airnya tidak bisa di kosumsi, saya membeli air 

galon dan menampung air hujanò.61 

Menurut Rina selaku masyarakat Desa Sangau yang mengatakan bahwa 

ñpelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat 

di Desa Sangau tidak berfungsi sama sekali, dan saya adalah salah satu 

masyarakat yang tidak mempunyai sumur sehingga saya meminta air kepada 

orang tua saya dan membeli air galonò.62  

Menurut Eli selaku masyarakat Desa Sangau mengatakan bahwa 

ñpelaksanaan program penyediaan air min dan sanitasi berbasis masyarakat di 

                                                           
60 Wawancara dengan Bapak Indra selaku Kepala Desa Sangau, 02 Juni 2021 
61 Wawancara dengan Bapak Ciman selaku Masyarakat Desa Sangau, 02 Juni 2021 
62 Wawancara dengan Ibu Rina selaku Masyarakat Desa Sangau, 02 Juni 2021  
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Desa Sangau tidak berfungsi sama sekali dan saya adalah salah satu masyarakat 

yang tidak mempunyai sumur sehingga saya meminta air kepada kakak saya, 

membeli air galon, dan menampung air hujanò.63 

Menurut Todi Selaku kepala Desa Banjar Guntung megatakan bahwa 

ñsaya selaku kepala Desa melihata pelaksanaan program penyediaan air minum 

dan sanitasi berbasis masyarakat di desa Banjar Guntung ini tidak dapat 

digunakan atau tidak berfungsi sehingga sehingga masyarakat di Desa Banjar 

Gutung ini kesulitan untuk mendapatkan air bersih atau pun air minum. Bagi 

masyarat yang tidak memeliki sumur biasanya membeli air galon dan meminta 

kepada tetangga dan mandi di sungai begitu juga dengan masyarakat yang 

mempenyai sumur  meminta air kepada tetangga dan membeli air karena 

sumurnya tidak dapat digunakanò.64 

Menurut Iyan selaku masyarakat desa Banjar Guntung mengatakan 

Bahwa ñpelaksaaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis 

masyarakat di Desa Banjar Guntung tidak berjalan dan tidak berfungsi. Saya 

selaku masyarakat Banjar Padang yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih 

karena sumur yang kotor dan hanya bisa digunakan untuk mencuci dan mandi. 

Untuk mendapatkan air bersih untuk dikosumsi meminta kepada tentangga dan 

membeli air galonò.65 

                                                           
63 Wawancara dengan Ibu Eli selaku Masyarakat Desa Sangau, 02 Juni 2021 
64 Wawancara dengan Bapak Todi Selaku Kepala Desa Banjar Guntung, 03 Juni 2021 
65 Wawancara dengan Bapak Iyan selaku Masyarakat Desa Banjar Guntung, 03 Juni 2021 
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Menurut ujang selaku masyarakat Desa Banjar Guntung mengatakan 

bahwa ñpelaksanaaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis 

masyarakat di Desa Banjar Guntung tidak berjalan lancar dan tidak berfungsi  

sama selaki dan saya salah satu masyarakat yang tidak mempunyai sumur 

sehingga saya membeli air untuk di kosumsi dan memandi ke sunggaiò.66 

Menurut Sawang selaku masyarakat Desa Banjar Guntung Mengatakan 

bahwa ñpelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis 

masyarakat di Desa Banjar Guntung tidak berjalan dan tiak berfungsi sebagai 

mana mestinya dan saya adalah salah satu masyarakat yang kesusahan untuk 

mendapatkan air karena saya tidak mempunyai sumur sehingga saya meminta 

kepada tetangga dan membeli air galonò.67 

Menurut Yurlim selaku Kepala Desa Cengar mengatakan bahwa 

ñpelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat 

di desa Cengar tidak berjalan dengan lancar dan tidak berfungsi sebagaimana 

mestinya sehingga masih banyak masyarakat yang kesusahan dan kesulitan untuk 

mendapatkan air bersih karena air sumur yang bau dan kotor. Masyarakat yang 

tidak mempunyai sumur meminta air kepada tentangga dan membeli air galonò.68 

Menurut Anton selaku Masyarakat Desa Cengar mengatakan bahwa 

ñpelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat 

tidka berjalan dan tidak berfungsi sama sekali. Saya selaku masyarakat yang 

                                                           
66 Wawancara dengan Bapak Ujang selaku masyarakat Desa Banjar Guntung, 03 Juni 2021 
67 Wawancara dengan Bapak Sawang selaku Masyarakat Desa Banjar Guntung, 03 Juni 2021 
68 Wawancara dengan Bapak Yurlim selaku Kepala Desa Cengar, 04 Juni 2021   
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kesulitan untuk mendapatkan air bersih sehingga meminta kepada tetangga dan 

membeli air galon untuk dikosumsi karena air sumur saya bau dan kotor tidak 

bisa untuk dimasak dan di kosumsiò.69 

Menurut Yukis selaku masyarakat Desa Cengar mengatakan bahwa 

ñpelaksaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masaayarakat 

di Desa Cengar tidak berfungsi sama sekali. Saya salah satu masyarakat yang 

tidak mempunyai sumur sehingga saya meminta kepada keluarga dan membeli 

air galonò.70 

Menurut Haslinda selaku masyarakat Desa Cengar mengatakan bahwa 

ñpelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat 

di Desa Cengar tidak berjalan dan tidak berfungsi sama sakeli, saya adalah 

salah satu masyarakat yang mempunyai sumur tetapi airnya tidak bisa di 

kosumsi. Saya membeli air galon dan menampung air hujan dan meminta air 

kepada tetanggaò.71 

Menurut Tamrin Selaku Kepala Desa Pantai mengatakan bahwa 

ñpelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat 

di Desa Pantai tidak berjalan dan tidak berfungsi sama sekali sehingga masih 

banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih sehingga 

mereka harus memnta kepada tetangga dan membali air galonò.72   

                                                           
69 Wawancara dengan Bapak Anton selaku Masyarakat Desa Cegar, 04 Juli 2021 
70 Wawancara dengan Bapak Yukis selaku Masyarakat Desa Cengar, 04 Juli 2021 
71 Wawancara dengan Ibu Haslinda selaku Masyarakat Desa Cengar, 04 Juli 2021 
72 Wawancara dengan Bapak Tamrin selaku Kepala Desa Pantai, 05 Juli 2021 
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Menurut Miswan selaku masyarakat Desa Pantai yang mengatakan bahwa 

ñpelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat 

di Desa Pantai Tidak berjalan dan tidak berfungsi sama sekali. Saya adalah satu  

m asyarakat yang mempunyai sumur tetapi airnya bau sehinga membeli air 

galonò.73 

Menurut Alan selaku Masyarakat Desa Pantai mengatakan Bahwa 

ñpelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat 

di Desa Pantai tidak berjalan dan tidak berfungsi sama sekali. Saya adalah salah 

satu masyarakat yang tidak mempunyai sumur sehingga meminta air kepada 

tetangga dan membeli air galonò.74 

Menurut Aris selaku Masyarakat Desa Pantai mengatakan Bahwa 

ñpelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat 

di Desa Pantai tidak berjalan dan tidak berfungsi sama sekali, saya adalah salah 

satu masyarakat yang mempunyai sumur tetapi tidak bisa di kosumsi sehingga 

menampung air hujan dan membeli air galonò.75 

Menurut Nengsih selaku masyarakat Desa Pantai mengatakan bahwa 

ñpelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat 

Desa Pantai tidak berjalan dan tidak berfungsi sama sekali. Saya adalah salah 

satu masyarakat yang tidak mempunyai sumur sehinga kesusahan mendapatkan 

                                                           
73 Wawancara dengan Bapak Miswan selaku Masyarakat Desa Pantai, 07 Juli 2021 
74 Wawancara dengan Bapak Alan selaku Masyarakat Desa Pantai, 07 Juli 2021 
75 Wawancara dengan Bapak Aris selaku masyarakat Desa Pantai, 07 Juli 2021 
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air , saya meminta kepada tetangga, menampung air hujan dan membeli air 

galonò.76 

Menurut Rahman selaku Masyarakat Desa Pantai mengatakan Bahwa 

ñpelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat 

Desa Pantai tidak berjalan dan tidak berfungsi sama sekali. Saya adalah salah 

satu masyarakat yang tidak mempunyai sumur sehingga kesusahan mendapatkan 

air, saya meminta air kepada tengga dan membeli air galonò.77 

B. Apa faktor penghambat pelaksanaan Pengawasan Program Air Min um Dan 

Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Kecematan Kuantan Mudik tidak berjalan 

lancar? 

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak ada faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. Faktor-fakotr tersebut mempunyai arti yang netral, 

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. 

Dari hasi penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan program penyediaan air 

minum dan sanitasi berbasis masyarakat di kecamatan kuantan mudik berdasaran 

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tetang Rencana Aksi Daerah 

Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, faktor-faktor tersebut adalah 

sebagai berikut:  

 

 

                                                           
76 Wawancara dengan Ibu Nengsih selaku Masyarakat Desa Pantai, 07 Juli 2021 
77 Wawancara dengan Bapak Raham selaku Masyarakat Desa Pantai, 07 Juli 20215  
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1. Partisipasi Masyarakat  

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, 

maka masyarakat dapt mempengarui penegakan hukum tersebut. Jadi, partisipasi 

masyarakat adalah hal yang sangat diperlukan dalam melaksanakan penegakn 

hukum dimana partisispasi masyarakat tersebut mendukung keberhasilan sebuah 

kebijakan yang akan dilaksanakan khususnya dalam melaksanakan pelaksanaan 

program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kecamatan 

Kuantan Mudik. Partisipasi masyarakat ini merupakan faktor yang sangat 

mempengarui pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis 

masyarkat di Kecamatan Kuantan Mudik.  

Kurangnya partisipasi dari masyarakat di Kecamatan Kuantan Mudik 

akan mepersulit pelaksanaan progam penyediaan air minum dan sanitasi berbasis 

masyarakat, karena kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat dengan pengawas 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sehingga tidak berjalan 

program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat sehingga masih 

banyaknya masyarakat yang sulit mendapatkan air bersih dan air minum.  

2. Sarana dan prasana 

Sarana adalah semua benda atau barang yang berfungsi sebagai 

pendukung atau penunjang secara langsung pelaksanaan kegiatan dalam 

organisasi. Sedang prasana adalah semua barang atau benda yang secara tidak 

langsung mendukung atau menunjang proses, dengan kata lain prasarana secara 
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tidak langsung digunakan dalam pelaksanaan kegiatan akan tetap menunjang 

kelancaran pelaksanaan kegiatan.   

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa sarana 

adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud 

dan tujuan. Dan prasana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjangan 

utama terselenggaranya suatu proses (usaha,bangunan dan proyek). Menurut 

Moenir mengatakan sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan 

fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan 

pekerjaan dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan 

organisasi kerja. Dari pengertian sarana yang di katakan Moenir tersebut jelas 

memberi petunjuk sarana merupakan seperangkat alat yang yang digunakan 

dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut. Sementara prasana adalah 

pembantu atau juga peralatan utama dan kedua alat tersebut berfungsi untuk 

mewujudkan suatu tujuan yang ingin dicapai.  

Fungsi utama sarana dan prasana yaitu: 

a. Dapat mempercepat proses kegiatan pelaksanaan pekerjaa 

sehingga mampu menghemat waktu. 

b. Serta meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa. 

c. Hasil kerja lebih berkualitas serta terjamin. 

d. Dapat lebih sederhana atau memudahkan dalam gerak para 

pengguna atau pelaku. 

e. Membuat ketetapan susunan stabilitas pekerjaan lebih terjamin. 
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f. Dapat menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang 

berkepentingan. 

g. Dan meninbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan 

yang mempergunakannya.  

 Dalam melaksanakan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan 

Penyehatan Lingkungan. Kepala Desa Kuantan Mudik bekerja sama dengan 

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten 

Kuantan Singingi. Dalam melakukan sosialisasi Kepala Dinas Perumahan 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kuantan Singingi mengundang seluruh 

Kepala Desa Kuantan Mudik dan Masyarakat. 

Menurut Khairul Amirullah ST. M. Eng selaku Kepala Dinas Perumahan 

Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi mengatakan 

bahwa ñfaktor yang menjadi penghambat tidak berjalan nya program air minum 

dan sanitasi berbasis masyarakat di Kecamatan Kuantan Mudik adalah tidak 

adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri untuk mejaga sarana dan 

prasarana yang telah diberikan sehingga untuk pembangunannya sendiri tidak 

terawat dan banyak nya fasilitas-fasilitas yang rusak sperti mesin, pipa, sumur 

nya yang berlimutò.78  

Menurut Yanda selaku Kepada Desa Saik mengatakan bahwa ñyang 

menjadi faktor penghambat tidak berjalannya pelaksanaan program penyediaan 

                                                           
78 Ibid 44 
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air minum dan sanitasi berbasis masyarakat itu adalah tidak adanya partisipasi 

dari masyarakat untuk saling menjaga sarana dan prasana, sehingga banyak 

sarana dan prasana yan tidak bisa gunakan lagi seperti pita yang patah, mesin 

yang rusak, sumurnya yang berlumutò.79 

Menurut ondes selaku masyarakat Desa Saik mengatakan bahwa ñyang 

menjadi faktor pengahambat tidak berfungsinya pelaksanaan program 

penyediaan air minum berbasis masyarakat tersebut karena pembangunan yang 

tidak terawat oleh masyarakat yang menggunakan PAMSIMAS tersebutò.80 

Menurut Tini selaku masyarakat Desa Saik mengatakan bahwa ñyang 

menjadi pengahambat tidak berfungsinya program penyediaan air minum dan 

sanitasi berbasis masyarakat tersebut adalah sarana dan prasana yang tidak bisa 

digunakan lagi karena rusak dan tidak adanya partisipasi oleh masyarakat untuk 

merawat dan menjaganyaò.81  

Menurut Isil selaku masyarakat Desa Saik mengatakan bahwa ñyang 

menjadi pengahambat tidak berfungsinya program penyediaan air minum 

tersebut adalah sarana dan prasana yang tidak bisa digunakan lagi karena rusak 

dan tidak adanya partisipasi oleh masyarakat untuk merawat dan menjaganyaò.82 

Menurut Yanuar selaku Kepala Desa Pebaun Hulu mengatakan bahwa ñ 

yang menjadi faktor penghambatnya program penyediaan air minum dan sanitasi 

                                                           
79 Ibid 45 
80 Ibid 45 
81 Ibid 45 
82 Ibid 46 
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berbasis masyarakat ini tidak berjalan dan tidak dapat berfungsi lagi adalahs 

tidak adanya masyarakat yang berpasrtsiipasi untuk menjaga dan merawat 

pembangunan dan sarana prasana yang telah diberikan sehingga banyak pipa-

pipa yang sudah patahò.83 

Menurut Teri selaku masyarakat  Desa Pebaun Hulu mengatakan bahwa 

ñyang menjadi faktor tidak berjalannya program air minum dan sanitasi berbasis 

masyarakat ini adalah banyak masyakat yang tidak ada untuk saling mejaga 

fasilitas-fasilitas dan masih banyak masyarakat yang tidak ikut bergotong royong 

untuk membersihkan pembangunan-pembangunan nya, seperti disekeliling aera 

pembangunan  dan ditempat titik saluran air dikeluarkanò.84 

Menurut Arinizul mengantakan bahwa ñfaktor yang menjadi penghambat 

nya pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis 

masyarakat tidak berjalan adalah masyarakat itu sendiri yang tidak mau 

berpartisipasi untuk saling menjaga bangunan tersebut, sehingga banyak sekali 

sarana dan prasarananya yang rusak dan tidak bisa di pakai lagiò.85 

Menurut Yoki Saputra mengatakan bahwañfaktor yang mejadi 

pengahambat atau tidak berjalannya Program penyediaan air minum dan 

sanitasi berbasis masyarakat tidak berjalan karena tidak ada partisipasi dari 

masyarakat untuk saling mejaga sarana dan prasana dan banyaknya masyarakat 

                                                           
83 Ibid 46 
84 Ibid 46 
85 Ibid 47 
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yang tidak mau bergotong royong agar pembangunan nya tetap bersih dan 

terjagaò.86 

Menurut Yuli selaku masyarakat Desa Pebaun Hulu mengtakan bahwa 

ñyang menjadi faktor penghambat tidak berjalan dan tidak berfungsinya proram 

peyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat tersebut adalah tidak 

adanya partisipasi oleh masyarakat tersbut untuk merawat dan menjaga sarana 

dan prasana tersebut, sehingga banyak sarana yang rusak dan tidak bisa di 

gunakan lagiò.87 

Menurut Zulkarnedi selaku masyarakat Desa Pebaun Hulu mengatakan 

bahwa ñyang menjadi faktor penghambat tidak berjalan atau tidak berfungsinya 

pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di 

Desa Pebaun Hulu yaitu tidak adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri 

untuk merawat dan menjaga pembangunan baik sarana prasananya, sehingga 

tidak adanya kerusakanò.88  

Menurut Alpines selaku kepala Desa Pebaun Hilir mengatakan bahwa 

ñyang menjadi faktor penghambat tidak berjalan nya program air minum dan 

sanitasi berbasis masyarakat di Desa Pebaun Hilir adalah tidak adanya 

partisipasi dari masyarakat itu sendiri untuk mejaga sarana dan prasarana yang 

telah diberikan sehingga untuk pembangunannya sendiri tidak terawat dan 

                                                           
86 Ibid 47 
87 Ibid 47 
88 Ibid 48 
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banyak nya fasilitas-fasilitas yang rusak sperti mesin, pipa, sumur nya yang 

berlimutò.89 

Menurut feni selaku masyarakat Desa Pebaun Hilir mengataan bahwa 

ñyang menjadi faktor penghambat tidak berjalan dan berfungsinya program 

penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat  itu adalah masyarakat 

tidak mau ikut berpartisipasi untuk merawat dan menjaga sarana dan prasarana 

tersebut sehingga banyak sarana dan prasana yang rusak dan tidak bisa 

digunakan lagiò.90 

Menurut Ampera selaku masyarakat Desa Pebaun Hilir mengatakan 

bahwa ñyang menjadi faktor penghambat tidak berjalan dan tidak berfungsinya 

proram peyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat tersebut adalah 

tidak adanya partisipasi oleh masyarakat tersbut untuk merawat dan menjaga 

sarana dan prasana tersebut, sehingga banyak sarana yang rusak dan tidak bisa 

di gunakan lagiò.91 

Menurut Romi selaku kepala Desa Pulau Binjai mengatakan bahwa 

ñyang menjadi faktor tidak berjalannya program air minum dan sanitasi berbasis 

masyarakat ini adalah banyak masyakat yang tidak ada untuk saling mejaga 

fasilitas-fasilitas dan masih banyak masyarakat yang tidak ikut bergotong royong 

                                                           
89 Ibid 48 
90 Ibid 48 
91 Ibid 48 
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untuk membersihkan pembangunan-pembangunan nya, seperti disekeliling aera 

pembangunan  dan ditempat titik saluran air dikeluarkanò.92 

Menurut Yusnimar selaku masyarakat Desa Pulau Binjai mengatakan 

bahwa ñyang menjadi faktor penghambat tidak berjalan nya program air minum 

dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Pulau Binjai adalah tidak adanya 

partisipasi dari masyarakat itu sendiri untuk mejaga sarana dan prasarana yang 

telah diberikan sehingga untuk pembangunannya sendiri tidak terawat dan 

banyak nya fasilitas-fasilitas yang rusak sperti mesin, pipa, sumur nya yang 

berlimutò.93 

Menurut Rita selaku masyarakat Desa Pulau Binjai mengatakan bahwa 

ñfaktor yang mejadi pengahambat atau tidak berjalannya Program penyediaan 

air minum dan sanitasi berbasis masyarakat tidak berjalan karena tidak ada 

partisipasi dari masyarakat untuk saling mejaga sarana dan prasana dan 

banyaknya masyarakat yang tidak mau bergotong royong agar pembangunan nya 

tetap bersih dan terjagaò.94 

Menurut Upiak selaku masyarakat Desa Pulau Binjai mengatakan bahwa 

ñyang menjadi faktor penghambat tidak berjalan dan tidak berfungsinya program 

penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Pulau Binjai 

adalah tidak adanya partisipasi oleh masyarakat itu sendiri untu menjaga dan 
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merawat sarana dan prasana nya tersebut sehigga banyaknya kerusakan yang 

terjadi seperti pipa yang patah, mesin yang rusakò.95 

Menurut Tena  selaku masyarakat Desa Pulau Binjai mengatakan bahwa 

ñyang menjadi faktor penghambat tidak berjalan atau tidak berfungsinya 

pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di 

Desa Pebaun Hulu yaitu tidak adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri 

untuk merawat dan menjaga pembangunan baik sarana prasananya, sehingga 

tidak adanya kerusakanò.96 

Menurut safriadi selaku Kepala Desa Rantau Sialang mengatakan bahwa 

ñyang menjadi faktor penghambat tidak berjalannya pelaksanaan program 

penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat itu adalah tidak adanya 

partisipasi dari masyarakat untuk saling menjaga sarana dan prasana, sehingga 

banyak sarana dan prasana yan tidak bisa gunakan lagi seperti pita yang patah, 

mesin yang rusak, sumurnya yang berlumutò.97 

Menurut Isur selaku Masyarakat Desa Rantau Sialang mengatakan bahwa 

ñyang menjadi faktor tidak berjalan dan tidak berfungsinya program penyediaan 

air minum dan sanitasi berbasis masyarakat itu karena tidak adanya partisipasi 

masyarakat, untuk mejaga dan merawat semua fasilitas sarana dan prasana yang 

telah dibangunò.98 
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Menurut Lena selaku Masyarakat Desa Rantau Sialang mengatakan 

bahwa ñyang menjadi faktor penghambat tidak berjalannya program penyediaan 

air minum dan sanitasi berbasis masyarakat tidak adanaya partisipasi 

masyarakat dalam memjaga dan merawat sehingga banyak nya sarana dan 

prasana yang rusak sehingga tidak bisa di gunakan lagiò.99 

Menurut mela selaku masyarakata Desa Rantau Sialang mengatakan 

bahwa ñyang menjadi faktor penghambat tidak berjalannya program penyediaan 

air minum dan sanitasi berbasis masyarakat adalah tidak adanya partisipasi dari 

masyarakat untuk menjaga dan merawat sarana dan prasana nya sehingga 

banyak nya kerusakan dan tidak dapat digukan lagiò.100 

Menurut Ahmad Sukanela selaku Kepala Desa Kinali mengatakan bahwa 

ñyang menjadi faktor tidak berjalannya program air minum dan sanitasi berbasis 

masyarakat ini adalah banyak masyakat yang tidak ada untuk saling mejaga 

fasilitas-fasilitas seperti mesin dan pipa-pipa dan masih banyak masyarakat yang 

tidak ikut bergotong royong untuk membersihkan pembangunan-pembangunan 

nya, seperti disekeliling aera pembangunan  dan ditempat titik saluran air 

dikeluarkanò.101 

Menurut Ridarman selaku Masyarakat Desa Kinali mengatakan bahwa 

ñyang menjadi faktor tidak berjalannya program air minum dan sanitasi berbasis 

masyarakat ini adalah banyak masyakat yang tidak ada untuk saling mejaga 
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fasilitas-fasilitas dan masih banyak masyarakat yang tidak ikut bergotong royong 

untuk membersihkan pembangunan-pembangunan nya, seperti disekeliling aera 

pembangunan  dan ditempat titik saluran air dikeluarkanò.102 

Menurut Riki selaku Masyarakat Desa Kinali mengatakan bahwa ñyang 

menjadi faktor penghambat tidak berjalan nya program air minum dan sanitasi 

berbasis masyarakat adalah tida8k adanya partisipasi dari masyarakat itu 

sendiri untuk mejaga sarana dan prasarana yang telah diberikan sehingga untuk 

pembangunannya sendiri tidak terawat dan banyak nya fasilitas-fasilitas yang 

rusak sperti mesin, pipa, sumur nya yang berlimutò.103  

Menurut Arman Selaku Kepala Desa Koto Lubuk Jambi mengatakan 

Bahwa ñyang menjadi faktor penghambat tidak berjalannya program penyediaan 

air minum dan sanitasi berbasis masyarakat tidak berjalan dan tidak berfungsi 

sama sekali karena tidak adanya partisipasi masyarakat dalam merawat dan 

menjaga saranan prasana sehingga banyak nya kerusakan yang terjadi pada 

pipa-pipa yang mengakibatkan patah-patah dan kurang nya kebersihan di 

lingkungan bangunanò.
104

 

Menurut Ita selaku masyarakat Desa Koto Lubuk Jambi yang mengatakan 

bahwa ñ yang menjadi faktor penghambat program penyediaan air minum dan 

sanitasi berbasis masyarakat tidak berjalan dan tidak berfungsi karena kurang 

nya kesadaran masyarakat dalam merawat dan menjaga bangunan yang telah 
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diberikan dan tidak ada nya partisipasi dari masyarakat sehingga banyak 

kerusakan seperti mesin pipa-pipa yang patah dan kurang kebersihan di sekitar 

bangunanò.105 

Menurut Rudi selaku masyarakat Desa Koto  Lubuk Jambi mengatakan 

bahwa ñyang menjadi faktor penghambat tidak berjalan nya program air minum 

dan sanitasi berbasis masyarakat adalah tidak adanya partisipasi dari 

masyarakat itu sendiri untuk mejaga sarana dan prasarana yang telah diberikan 

sehingga untuk pembangunannya sendiri tidak terawat dan banyak nya fasilitas-

fasilitas yang rusak sperti mesin, pipa, sumur nya yang berlimutò.106 

Menurut Maryono selaku Masyarakat Desa Koto Lubuk Jambi 

mengatakan bahwa ñyang menjadi faktor penghambat tidak berjalan nya 

program air minum dan sanitasi berbasis masyarakat adalah tidak adanya 

partisipasi dari masyarakat itu sendiri untuk mejaga sarana dan prasarana yang 

telah diberikan sehingga untuk pembangunannya sendiri tidak terawat dan 

banyak nya fasilitas-fasilitas yang rusak sperti mesin, pipa, sumur nya yang 

berlimutò.107 

Menurut Hendri selaku kepala Desa Banjar Padang yang mengatakan 

bahwa ñyang menjadi faktor penghambat tidak berjalan dan tidak berfungsi nya 

program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yaitu 

kurangnya kesadaran dari masyarakat dan kurangnya partisipasi dalma menjaga 
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dan merawat sarana dan prasana sehingga banyak nya kerusakan yang terjadi 

pada sarana dan prasarana akibat tidak terawat dan terjaga karena tidak ada 

partisipasi dari masyarakatò.108 

Menurut Oki selaku masyarakat Desa Banjar Padang mengatakan bahwa 

ñyang menjadi faktor penghambat tidak berjalan dan berfungsinya program 

penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang mana masyarakat 

nya tidak mau berpartisipasi menjaga dan merawat bangunanò.109 

Menurut Amril selaku masyarakat Desa Banjar Padang mengatakan 

bahwa ñyang menjadi faktor penghambat tidak berjalannya program penyediaan 

air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yaitu masyarakat tidak 

berpartisipasi dalam menjaga dan merawat sarana dan prasana sehingga 

banyaknya kerusakan yang terjadi seperti pipa yang patah mesin yang tidak mau 

hidup yang sumurnya yang bermulutò.110 

Menurut Sadarman selaku masyarakat Desa Banjar Padang mengatakan 

bahwa ñyang menjadi faktor pengahambat tidak berjalan dan tidak berfungsinya 

program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yaitu 

masyarakat yang kurang partisipasi dalam menjaga dan merawat sarana dan 

prasana sehingga banyak kerusakan yang terjadi sehinnga sumurnya 

berlumutò.111   
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 Menurut Indra selaku kepala Desa Sangau mengatakan bahwa ñyang 

menjadi Faktor penghambat tidak berjalannya program penyediaan air minum 

dan sanitasi berbasis masyarakat yaitu masyarakat tidak mau berpartisipasi 

dalam menjaga dan merawat sarana dan prasana yang telah dibangun, masih 

banyak masyarakat yang tidak peduli akan kerusakan sarana dan prasanara 

tersebutò.112 

Menurut Ciman selaku masyarakat Desa Sangau mengatakan bahwa 

ñyang menjadi faktor penghambat tidak berjalannya program penyediaan air 

minum dan sanitasi berbasis masyarakat tidak adanaya partisipasi masyarakat 

dalam memjaga dan merawat sehingga banyak nya sarana dan prasana yang 

rusak sehingga tidak bisa di gunakan lagiò.113 

Menurut Rina selaku masyarakat Desa Sangau mengatakan bahwa ñyang 

menjadi faktor penghambat tidak berjalannya pelaksanaan program penyediaan 

air minum dan sanitasi berbasis masyarakat itu adalah tidak adanya partisipasi 

dari masyarakat untuk saling menjaga sarana dan prasana, sehingga banyak 

sarana dan prasana yan tidak bisa gunakan lagiò.114 

Menurut Eli selaku masyarakat Desa Sangau mengatakan bahwa ñyang 

menjadi faktor tidak berjalan dan tidak berfungsinya program penyediaan air 

minum dan sanitasi berbasis masyarakat itu karena tidak adanya partisipasi 
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masyarakat, untuk mejaga dan merawat semua fasilitas sarana dan prasana yang 

telah dibangunò.115 

Menurut Todi selaku Kepala Desa Banjar guntung yang mengatakan 

bahwa ñyang menjadi faktor penghambatnya program penyediaan air minum dan 

sanitasi berbasis masyarakat yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk 

menjaga dan merawat sarana dan prasana sehingga banyaknya kerusakan 

seperti pipa-pipa yang patah dan sumur yang kurang bersih karena berlumutò.116 

Menurut iyan selaku masyarakat Desa Banjar Guntung mengatakan 

bahwa ñyang menjadi faktor pengahambat tidak berjalan dan tidak berfungsinya 

program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yaitu 

masyarakat yang kurang partisipasi dalam menjaga dan merawat sarana dan 

prasana sehingga banyak kerusakan yang terjadi sehinnga sumurnya 

berlumutò.117 

Menurut Ujang selaku Masyarakat Desa Banjar Guntung mengatakan 

bahwa ñyang menjadi faktor pengahambat tidak berjalan dan tidak berfungsinya 

program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yaitu 

masyarakat yang kurang partisipasi dalam menjaga dan merawat sarana dan 

prasana sehingga banyak kerusakan yang terjadi sehinnga sumurnya 

berlumutò.118 
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Menurut Sawang selaku masyarakat Desa Banjar Guntung mengatakan 

bahwa ñyang menjadi faktor penghambatnya tidak berjalan dan tidak 

berfungsinya program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat 

adalah masyarakat yang kurang akan partisipasi dan kurang sedaran sehingga 

tidak terawatnya bangunan-bangunan yang telah ada sehingga mengakibatkan 

pipa-pipa yang pata dan sumur yang berlumutò.119 

Menurut Yurlim selaku Kepala Desa Cengar mengatakan bahwa ñyang 

menjadi faktor penghambat tidak berjalan tidak berfungsinya program 

penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat adalah kurang nya 

kesadaran masyarakat untuk merawat dan menjaga sarana dan prasana sehingga 

banyaknya sarana dan prasana yang rusak  seperti mesin air yang tidak mau 

hidup dan sumur yang berlumutò.120 

Menurut anton selaku masyarakat Desa Cengar yang mengatakan bahwa 

ñyang menjadi faktor tidak berjalan dan tidak berfungsinya program penyediaan 

air minum dan sanitasi berbasis masyarakat itu karena tidak adanya partisipasi 

masyarakat, untuk mejaga dan merawat semua fasilitas sarana dan prasana yang 

telah dibangunò.121 

Menurut Yukis selaku Masyarakat Desa Cengar mengatakan Bahwa 

ñyang menjadi faktor penghambat tidak berjalannya pelaksanaan program 

penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat itu adalah tidak adanya 
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partisipasi dari masyarakat  untuk saling menjaga sarana dan prasana, sehingga 

banyak sarana dan prasana yan tidak bisa gunakan lagi seperti pita yang patah, 

mesin yang rusak, sumurnya yang berlumutò.
122

 

Menurut Haslinda selaku Masyarakat Desa Cengar mengatakan bahwa 

ñyang menjadi faktor penghambat tidak berjalannya program penyediaan air 

minum dan sanitasi berbasis masyarakat adalah masyarakat yang kurang 

menjaga dan merawat bangunan-bangunan yang telah ada sehingga banyaknya 

kerusakan yang terjadi seperti pipa yang patah dan sumur yang sudah 

berlumutò.
123

 

Menurut Tamrin selaku Kepala Desa Pantai yang mengatakan bahwa 

ñyang menjadi faktor penghambat tidak berjalan dan tidak berfungsi program 

penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat adalah masyarakat yang 

kurang kesadaran dan tidak berpasrtisipasi dalam menjaga dan merawat sarana 

dan prasana sehingga banyaknya kerusakan yang terjadi seperti mesin yang tidak 

mau hidup, pipa-pipa yang patah dan sumur yang sudah berlumutò.
124

 

Menurut miswan selaku Masyarakat Desa Pantai yang mengatakan bahwa 

ñyang menjadi faktor penghambat tidak berjalannya pelaksanaan program 

penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat itu adalah tidak adanya 

partisipasi dari masyarakat untuk saling menjaga sarana dan prasana, sehingga 
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banyak sarana dan prasana yan tidak bisa gunakan lagi seperti pipa yang patah, 

mesin yang rusak, sumurnya yang berlumutò.
125

 

Menurut alan selaku masyarakat Desa Pantai yang mengatakan bahwa 

ñyang menjadi faktor penghambatnya tidak berjalan dan tidak berfumgsinya 

program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat adalah 

kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan merawat bangunan-

bangunan yang telah diberikan sehingga banyak kerusakan yang terjadiò.
126

 

Menurut Aris selaku Masyarakat Desa Pantai mengatakan bahwa ñyang 

menjadi faktor penghambat tidak berjalannya pelaksanaan program penyediaan 

air minum dan sanitasi berbasis masyarakat itu adalah tidak adanya partisipasi 

dari masyarakat untuk saling menjaga sarana dan prasana, sehingga banyak 

sarana dan prasana yan tidak bisa gunakan lagi seperti pita yang patah, mesin 

yang rusak, sumurnya yang berlumutò.
127

 

Menurut Nengsih selaku Masyarakat Desa Pantai Mengatakan bahwa 

ñyang menjadi faktor penghambatnya tidak berjalan dan tidak berfumgsinya 

program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat adalah 

kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan merawat bangunan-

bangunan yang telah diberikan sehingga banyak kerusakan yang terjadiò.
128
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Dari semua alasan masyarakat maka penulis dapat dikemukakan bahwa 

ñyang menjadi faktor penyebab tidak berjalan dan tidak berfungsinya pelaksanaan 

program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kecamatan 

Kuantan Mudik karena kurangnya kesadaran, partisipasi untuk menjaga dan 

merawat bangunan-bangunan ataupun prasarana yang telah di berikan di setiap 

Desa sehingga banyak kerusakan yang terjadi. 

Berikut ini adalah Desa yang masih menggunakan penyediaan air minum 

dan sanitasi berbasis masyarakat di Kecamatan Kuantan Mudik : 

Tabel 4.1 

Jumlah  Daerah yang aktif pamsimasTahun 2015 

 

No Desa Jumlah penduduk dengan akses SAM yang 

layak 

Pamsimas Non Pamsimas belum di akses 

KK Jiwa KK Jiwa Kk Jiwa 

1. Kinali  32 116 100 332 79 277 

2.  Sangau 51 214 122 478 130 520 

Sumber data: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan  

Berdasarkan tabel diatas berdasarkan data Statistic Kecamatan Kuantan 

Mudik pada tahun 2015 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dengan akses SAM 

yang layak di Desa Kinali terdapat 32 KK yang masih menggunakan 

PAMSIMAS dan 116 jiwa yang menggunakannya, 100 KK yang tidak 

menggunakan PAMSIMAS, 332 Jiwa yang tidak menggunakannnya, 79 KK yang 

belum diakses 277 Jiwa. Dan berdasarkan jumlah penduduk dengan akses SAM 

yang layak di Desa Sangau terdapat 51 KK yang masih menggunakan 

PAMSIMAS, 214 Jiwa yang masih menggunakannya, 122 KK yang tidak 
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menggunakan PAMSIMAS 478 Jiwa yang tidak menggunakannnya, 130 KK 

yang belum diakses 520 Jiwa. 

        Tabel 4.2 

Jumlah  Daerah yang aktif pamsimas Tahun 2020 

 

No Desa Jumlah penduduk dengan akses SAM yang 

layak  

Pamsimas Non Pamsimas belum di akses 

KK Jiwa KK Jiwa kk Jiwa 

1 Seberang pantai  
42 202 6 24 230 881 

Sumber data: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan  

Berdasarkan tabel diatas berdasarkan data Statistic Kecamatan 

Kuantan Mudik pada tahun 2020 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk 

dengan akses SAM yang layak di Desa Seberang Pantai terdapat 42 KK yang 

masih menggunakan PAMSIMAS dan 202 jiwa yang menggunakannya, 6 KK 

yang tidak menggunakan PAMSIMAS, 24 Jiwa yang tidak 

menggunakannnya, 20 KK yang belum diakses 881 Jiwa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis 

Masyarakat Di Kecamatan Kuantan Mudik Berdasarkan Peraturan 

Bupati Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Daerah 

Penyediaan Air Minun Dan Penyehatan Lingkungan.  

Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis 

Masyarakat Di Kecamatan Kuantan Mudik tidak berjalan sebagai 

mana merstinya, sehingga masih banyaknya masyarakat yang 

kekurangan untuk mendapatkan air bersih, adapun yang mempunyai 

sumur tapi banyak juga yang tidak bisa di kosumsi karena air yang 

bau dan kotor. Banyaknya masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik 

yang masig mandi kesunggai, karena tidak mempunyai sumur dan 

masih banyaknya masyarakat yang meminta air kepada tetangga, 

keluarga, membeli air galon bahkan menampung air hujan.  

2. Faktor penghambat pelaksanaan Program Air Minum Dan Sanitasi 

Berbasis Masyarakat Di Kecematan Kuantan Mudik tidak berjalan 

lancar. 
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Faktor utama yang berpengaruh pada pelaksanaan program 

penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat adalah 

kurangnya pertisipasi ataupun kesadaran dari masyarakat terhadap 

sarana dan prasarana yang tidak dijaga dan dirarawa sehingga 

banyaknya kerusakan yang terjadi pada sarana prasana pembangun 

sehingga tidak dapat difungsikan lagi . 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas mengenai pelaksanaan program 

penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kecamatan Kuantan 

Mudik, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Dalam pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi 

berbasis masyarakat di Kecamatan Kuantan Mudik, pemerintah harus 

mensosialiasikan kebijakan secara berulang-ulang dan berkelanjutan 

sehingga masyarakat mengerti dengan kebijakan yang telah dibuat oleh 

pemerintah. 

2. Sebaiknya dalam membuat peraturan, pemerintah Kabupaten Kuantan 

Singingi harus melihat situasi bagaimana pelaksanaan yang telah 

dibuat apakah masih berjalan atau tidak. Dan seharusnya pemerintah 

dapat memberikan masyarakat sosialiasi bagaimana cara untuk selalu 

menjaga dan merawat bangunan yang telah dibuat sehingga 

masyarakat tidak kesusahan lagi untuk mendapatkan air.  
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